POKIN RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029
VISI MISI HDCU

VISI MISI

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA 1 [Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif,
berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing

2 |Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam
kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

3 |Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan
kedaulatan air sebagai upaya mengatasai perubahan iklim

4 |Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan
pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

5 |Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga
untuk menurunkan angka kemiskinan

6 |Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju
pelayanan publik yang berkualitas

7 |Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi
toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.
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SUMSEL MAJU TERUS
UNTUK SEMUA

1 Mewujudkan masyarakat Sumatera
Selatan yang berkualitas, sehat,
cerdas, inovatif, produktif,
berakhlak, berkeadilan, dan
berkeadaban melalui peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sumber daya manusia
yang berdaya saing

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Indikator :

(1). Indeks Modal Mansia (IMM) ;

(2). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ;
(3). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)

Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi

indikator : Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) ;

Harapan Lama Sekolah (tahun)

Meningkatnya Upaya Peningkatan Partisipasi Peserta Didik

Indikator :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan menengah

2. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas

yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

Meningkatnya Ketersediaan Gedung Sekolah sesuai standar di seluruh
wilayah

Indikator :

1. Rasio Ketrsediaan Sekolah Menengah Per Penduduk Usia Sekolah

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Khusus Per Penduduk Usia Sekolah

3. Persentase sekolah Menengah yang memenuhi standar sarana dan
prasarana (%).

4. Persentase sekolah khusus yang memenuhi standar sarana dan prasarana
(%).

Meningkatnya Pemerataan Penyediaan Tenaga Pendidik
Indikator :

1. Rasio Guru Per Siswa Pendidikan Menengah

2. Rasio Guru Per Siswa Pendidikan Luar Biasa

Meningkatnya Pemerataan Penyediaan Biaya Pendidikan
Indikator :

1. Persentase Sekolah yang mendapat bantuan pendidikan

2. Persentase anak usia sekolah yang menerima program bantuan
pendidikan (%)

Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal
Indikator :
Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket
Indikator :
Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Kejar Paket

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi

indikator :

(1).Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi ;
(2).Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi
(3). Skor Literasi/Numerasi

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik
Indikator :

(1) Persentase Tenaga Pendidik yang Bersertifikasi
(2) Indeks Pemerataan Guru

Meningkatnya Kegiatan Pelatihan Guru

Indikator :

Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi dalam pengajaran literasi dan numerasi

Meningkatnya Upaya Peningkatan Jenjang Pendidikan Guru
Indikator :
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Meningkatnya Penyediaan Perangkat Pendukung Pembelajaran sesuai
standar

Indikator :

Persentase Sekolah yang terverifikasi memiliki perangkat pendukung
pembelajaran sesuai standar

Meningkatnya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang
Memadai

Indikator :

Persentase sekolah yang memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran
literasi dan numerasi, seperti ruang kelas yang cukup, buku, alat peraga, dan
perpustakaan

Meningkatnya Penyediaan sarana Teknologi Pendidikan

Indikator :

1. Persentase sekolah yang menyediakan perangkat teknologi seperti
komputer, tablet, dan akses internet untuk mendukung pembelajaran
berbasis digital

2. Persentase sekolah yang mengintegrasikan materi pembelajaran digital
seperti video, aplikasi, dan sumber belajar online dalam pengajaran literasi
dan numerasi.

Meningkatnya Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Literasi dan
Numerasi

Indikator :

(1) Persentase sekolah yang menggunakan kurikulum yang menekankan
pada peningkatan keterampilan literasi dan numerasi;

(2).Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan
Lokal

Meningkatnya Pengendalian Pendidikan
Indikator :
Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B

Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi
Indikator :
Persentase sekolah yang dilakukan monitoring dan evaluasi

Meningkatnya Penguatan Kapasitas Manajerial Satuan Pendidikan
Indikator :

Persentase kepala sekolah yang mengikuti pelatihan yang berfokus pada
pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas literasi dan numerasi

Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
Indikator :

(1). Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan

dalam Satu Tahun Setelah kelulusan (%)
(2). Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)

Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kompetensi
Indikator :

Persentase lulusan pendidikan vokasi yang memiliki sertifikasi kompetensi

(%)

Meningkatnya Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri (link
and match)

indikator :

Persentase sekolah kejuruan yang melakukan penyelarasan kurikulum
dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA)

Meningkatnya Modernisasi fasilitas pendidikan vokasi

indikator :

Persentase Sekolah Kejuruan yang memiliki Fasilitas laboratorium dan
peralatan praktik yang modern
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Meningkatnya Pelatihan berbasis kompetensi (competency-based training)
sesuai kebutuhan pasar kerja

indikator :

Persentase peserta pelatihan yang berhasil memperoleh sertifikasi
keterampilan.

Meningkatnya Aktivasi dan Standarisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
Indikator :
Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) aktif dan terstandar

Meningkatnya Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan
dalam pengembangan program keterampilan berbasis OAP (On the Actual
Practice)/Pelatihan Kerja Berdasarkan Praktek Sebenarnya

Indikator :

Persentase kemitraan Pelatihan Keterampilan dengan perusahaan lokal,
nasional, dan internasional.

Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
Indikator :
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Literasi
Indikator :

1. Rasio jumlah perpustakaan/taman baca per jumlah penduduk
2. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Sekolah

Indikator :

1. Persentase perpustakaan sekolah yang aktif dibina

2. Persentase perpustakaan sekolah yang memiliki akses terhadap bahan
bacaan digital

Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses Literasi Masyarakat

Indikator :

1. Persentase kemanfaatan Perpustakaan/Taman Bacaan oleh Masyarakat
2. Persentase Perpustakaan Daerah yang mengembangkan Perpustakaan
Elektronik

Meningkatnya Upaya Peningkatan Budaya Literasi
Indikator :
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Meningkatnya Upaya Peningkatan Minat Baca di Sekolah
Indikator :
Persentase sekolah yang menerapkan Gerakan Literasi Sekolah (%)

Meningkatnya Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat

Indikator :

Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan kampanye literasi masyarakat
setiap tahun

Meningkatnya Upaya Peningkatan SDM Literasi
Indikator :
Persentase pustakawan dan pegiat literasi yang tersertifikasi

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik Khusus iterasi
Indikator : Persentase sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus literasi
(%)

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pustakawan
Indikator :
Persentase Tenaga Pustakawan yang telah mengikuti diklat sertifikasi

Meningkatnya Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan

Indikator :

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan
Indikator :
Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (%)

Meningkatnya upaya Peningkatan Mutu Rumah Sakit
Indikator :

1. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi

2. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Meningkatnya Pemenuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan
Indikator :

(1) RATIO DOKTER TERHADAP 100.000 PENDUDUK

(2) RATIO DOKTER GIGI TERHADAP 100.000 PENDUDUK

(3) RATIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK

(4) RATIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK

(5) RATIO TENAGA GIZI TERHADAP 100.000 PENDUDUK

(6) RATIO TENAGA SANITARIAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK
(7) Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Meningkatnya Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Farmasi dan
Alat Kesehatan

Indiktor :

(1). Persentase ketersediaan obat (esensial dan program) sesuai standar
(2). Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman

Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan
Indikator :
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Universal

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang mencapai Universal Health Coverage (UHC)

Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
yang Terdampak dan berisiko pada situai KLB

Indikator :

Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko
pada situai KLB Provinsi
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Meningkatnya Upaya Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Indikator :

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan di Masyarakat
Indikator :
Indeks Keluarga Sehat

Meningkatnya Budaya Kesehatan di Masyarakata

Indikator :

(1). Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

(2). Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kesehatan lbu, Anak, KB dan Kesehatan
Reproduksi

Indikator :

(1)Angka Kematian lbu (per 100.000 kelahiran hidup)

(2) JUMLAH KEMATIAN BAYI

Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit di Masyarakat

Indikator :

(1)Treatment Success Rate tuberkolosis

(2)Cakupan pengobatan orang dengan hiv/aids

(3)Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria (base line 14)
(4)Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi usia < 12 bulan
(5)Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 s.d 23 bulan

Meningkatnya Upaya Peningkatan Gizi di Masyarakat

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang mendukung dan melaksanakan Pemberian Makan
Gratis untuk Pemenuhan Gizi

Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
Indikator : Indeks Pembangunan Pemuda

Meningkatnya Kompetensi Pemuda

Indikator :

(1). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi (%)

(2). Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang
Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Belum Otimalnya Akses Pendidikan untuk Pemuda

Indikator :

(1).Persentase pemuda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
atau lembaga pendidikan vokasi.

(2). Angka Putus Sekolah di Tingkat Dasasr dan Menengah

Meningkatnya Kolaborasi Pendidikan Tinggi Antar Pemda dan Perguruan
Tinggi dan Vokasi

Indikator :

Persentase Perguruan Tinggi yang melakukan Kerja sama dengan Pemda
untuk meningkatkan kurikulum berbasis teknologi dan inovasi yang relevan
dengan kebutuhan pasar kerja

Meningkatnya Akses Pemuda ke Pelatihan Keterampilan Kerja

Indikator :

(1). Persentase pemuda yang memperoleh keterampilan yang dibutuhkan
oleh pasar kerja

(2). Persentase pemuda yang mendapatkan kesempatan magang atau kerja
sama dengan industri

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Pemuda
Indikator :
Rasio Wirausaha Pemuda

Meningkatnya Pemberdayaan Wirausaha Pemuda

Indikator :

Persentase Peningkatan pemuda yang terlibat dalam pelatihan
kewirausahaan dan inkubator bisnis.

Meningkatnya Akses Keuangan dan Modal untuk Pemuda

Indikator :

Persentase pemuda pasca pelatihan wirausaha yang berhasil mendapatkan
dana hibah atau pinjaman untuk usaha yang mereka jalankan

Meningkatnya fasilitasi wirausaha pemuda

Indikator :

Persentase pemuda yang memiliki usaha yang berhasil bertahan lebih dari 1
tahun

Meningkatnya upaya Penyehatan Pemuda

Indikator :

Penurunan prevalensi penggunaan narkoba dan alkohol di kalangan
pemuda.

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kesehatan Fisik Pemuda

Indikator :

(1). Peningkatan Persentase pemuda yang mengadopsi pola makan sehat
dan olahraga teratur.

(2). Persentase Kab/Kota yang memberikan Akses pemuda terhadap fasilitas
olahraga dan rekreasi
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Meningkatnya Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Pemuda
Indikator :
Prevalensi masalah kesehatan mental di kalangan pemuda (misalnya depresi,

kecemasan)
Meningkatnya Kesetaraan Gender Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender Meningkatnya Pemanfaatan Data Berbasis Gender
(indikator : Indikator : Indikator :

(1). Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
(2). Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Persentase Anggaran Responsif Gender

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi
dan/atau Penyusunan Kebijakan

Meningkatnya Perencanaan Responsif Gender di Perangkat Daerah
Indikator :

Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Perencanaan Responsif
Gender

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Indikator :
Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)

Meningkatnya Akses Perempuan Ke Pekerjaan Layak
Indikator :
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
Indikator :
Persentase kabupaten/kota yang meningkat kewirausahaan perempuan

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan

Indikator :

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per 10.000 Perempuan Termasuk
TPPO

Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Perempuan

Indikator :

Persentase kabupaten/kota yang angka kekerasan perempuan menurun dari
tahun sebelumnya

Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan

Indikator :

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan
Layanan Komprehensif

Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak
Indikator :
Indeks Perlindungan Anak (!PA)

Meningkatnya Sinergi Pemenuhan Hak Anak
Indikator :
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan Anak

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Kota Layak anak

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu
Luang dan Kegiatan Budaya

Indikator :

Persentase Kab/Kota yng menerapkan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Meningkatnya Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan pemenuhan hak
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Meningkatnya Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan pemenuhan hak sipil dan
kebebasan anak

Meningkatnya Upaya Perlindungan Khusus Anak
Indikator :

(1) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

(2) Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

Meningkatnya Perlindungan terhadap anak Disabilitas

Indikator:

Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Perlindungan anak
disabilitas

Meningkatnya Perlindungan terhadap anak Miskin dan Terlantar

Indikator:

Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Perlindungan anak Miskin
dan Terlantar

Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Anak

Indikator :

Persentase kabupaten/kota yang angka kekerasan terhadap anak anak
menurun dari tahun sebelumnya

Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Indikator :

Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan
Komprehensif
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SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

2 Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber
daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka
ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk
meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah

Indikator :

(2). Pertumbuhan Ekonomi (%)

(2). PDRB per Kapita (Rp)

(3). Kontribusi PDRB Provinsi (%)

(4). Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)
(5). Indeks Entropy Theil

(6). Indeks Daya Saing Daerah

Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan
daerah

Indikator :

(2). Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (%)

(2). Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
(%)

(3). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman
(%)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Indikator :

(1). Nilai Tukar Petani

(2). Nilai Tukar Ekonomi

Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan

Indikator :

(1). Persentase Peningkatan Produksi Padi

(2). Persentase Peningkatan Produksi Jagung

(3). Persentase Peningkatan Produksi Cabai

(4). Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit

(5). Persentase Peningkatan Produksi Karet

(6). Persentase Peningkatan Produksi Kopi

(7). Persentase Peningkatan Produksi Kelapa

(8). Persentase Peningkatan Produksi Unggas

(9). Persentase Peningkatan Produksi Kerbau

(10). Persentase Peningkatan Produksi Sapi

(11). Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
(12). Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya Akses Permodalan dan Sarana Pertanian
Indikator :

(1). KUR Pertanian

(2). Pupuk Subsidi

Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator :

(1). Persentase Peningkatan Tamu Wisatawan Mancanegara (%)
(2). Persentase Tamu Wisatawan Nusantara (%)

(3). Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Juta Rupiah)

Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator :

Persentase Destinasi Wisata yang Meningkat Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator :

Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan
Tervalidasi

Meningkatnya Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor
ESDM

Indikator :

(1). Jumlah PNBP Sektor ESDM (Rp)

(2). Jumlah Pendapatan Daerah Sektor ESDM (Rp)

Meningkatnya Produksi Minerba
Indikator : Jumlah Produksi Minerba

Meningkatnya Tata Kelola mineral dan batubara

Indikator :

(1). Luas WPR yang diusulkan Pemerintah Daerah

(2). Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang di Bidang Mineral
dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah
Indikator :

(1). Rasio PMTB terhadap PDRB (%)

(2). Realisasi PMA

(3). Realisasi PMDN

Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Indikator :
Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)

Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara
Elektronik (OSS)

Indikator :

(1). Persentase Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara
Elektronik

(2). Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh ijin sesuai
ketentuan

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator :

Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang
Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Meningkatnya Promosi Penanaman Modal
Indikator :
Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)

Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator :
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Meningkatnya Penguatan Strategi Promosi
Indikator :
Persentase Investor yang melakukan tindak lanjut pasca promosi

Meningkatnya pengembangan perdagangan daerah
Indikator :

(1). Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

(2). Rasio Ekspor terhadap PDRB (%)

(3). Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

Meningkatnya Ekspor ke Luar Negeri
Indikator :
Nilai Ekspor Barang ke Luar Negeri (USS juta)

Meningkatnya Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha
Ekspor

Indikator :

Persentase peningkatan jumlah pelaku ekspor baru setiap tahun

Meningkatnya Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Produk
Ekspor

Indikator :

Persentase pertumbuhan diversifikasi produk ekspor

Meningkatnya Akses Pasar Ekspor

Indikator :

Persentase Peningkatan Jumlah mitra dagang baru yang diperoleh
melalui promosi ekspor

Meningkatnya Perdagangan Antar Wilayah
Indikator:
Nilai Perdangan Antar Wilayah (Rp)

Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang
Indikator :
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
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Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran
berusaha

Indikator :

Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
Indikator :
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah
Indikator :

(1). Tingkat Inflasi

(2). Inklusi Keuangan

Meningkatnya Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan
Barang Strategis

Indikator :

Persentase perubahan harga bahan pokok utama

Meningkatnya Penguatan Mekanisme Pemantauan dan
Pengawasan Harga

Indikator :

Tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan harga eceran
tertinggi (HET)

Meningkatnya Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik
Indikator :
Persentase penurunan biaya distribusi barang strategis

Belum Optimlnya Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan
Barang Strategis

Indikator :

Persentase cadangan pangan dan stok barang strategis yang
tersedia

Meningkatnya Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Indikator :
Persentase rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kebijakan
Pengendalian Inflasi

Indikator :

Persentase keberhasilan program dalam menekan inflasi daerah

Peningkatan Kapasitas TPID dalam Analisis dan Perumusan
Kebijakan

Indikator :

Persentase Anggota TPID yang mengikuti Pelatihan atau
Workshop Pengendalian Inflasi

Meningkatnya upaya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
Indikator :

(1). Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

(2). Aset dana pensiun/PDRB (%)

(3). Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)

(4). Total Kredit/PDRB (%)

Meningkatnya Penguatan Peran Perbankan dan Lembaga
Keuangan

Indikator :

Persentase peningkatan pembiayaan sektor produktif

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Indikator :

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam produk
keuangan formal

Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi Keuangan
Indikator :
Persentase Peningkatan pengguna layanan keuangan digital

Meningkatnya Penguatan Koordinasi Antar Pemangku
Kepentingan

Indikator :

Persentase forum koordinasi keuangan daerah yang aktif
berkoordinasi
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SUMSEL MAJU TERUS
UNTUK SEMUA

3 Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang
kuat antara ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan kedaulatan air sebagai upaya
mengatasai perubahan iklim

Meningkatnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan
energi dan kedaulatan air

Indikator :

(1). Indeks Ekonomi Hijau Daerah

(2). Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Indikator :
Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan
Indikator :
Indeks Ketersediaan Pangan

Meningkatnya Ketersediaan Stok Pangan
Indikator :
Neraca Pangan

Meningkatnya Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok Pangan
Indikator :
Persentase Kab/Kota yang tersedia infrastruktur logistik pangan

Meningkatnya Keterjangkauan Pangan
Indikator :
Indeks Keterjangkauan Pangan

Meningkatnya Pengendalian Harga Komoditas Pangan
Indikator :
Tingkat Inflasi Makanan dan Minuman

Meningkatnya Upaya Pengurangan Disparitas Harga Antarwilayah
Indikator :
Indeks disparitas harga pangan antarwilayah

Meningkatnya Pemanfaatan Pangan
Indikator :
Indeks Pemanfaatan Pangan

Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan Indikator :
(1). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(2). Skor Pola Pangan Harapan

Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan Bergizi dan Berkualitas
Indikator :

(1). Indeks keterjangkauan pangan bergizi

(2). Tingkat konsumsi pangan bergizi per kapita

Meningkatnya ketahanan energi daerah

Indikator :

(1). Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

(2). Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik
(3). Persentase Desa Berlistrik

Meningkatnya Ketersediaan Energi

Indikator :

(1). Persentase Pengurangan Cadangan Energi Fosil

(2). Kapasitas terpasang energi terbarukan yang mendukung
efisiensi energi (MW)

Meningkatnya Upaya Efisiensi Energi
Indikator :
Penurunan intensitas konsumsi energi per kapita

Meningkatnya Upaya Peningkatan Konservasi Energi
Indikator :
Potensi Energi Baru Terbarukan

Meningkatnya Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil
Indikator :
Persentase penurunan penggunaan bahan bakar fosil

Meningkatnya Aksesibilitas Energi

Indikator :

(1). Konsumesi Listrik Perkapita (kWh)

(2). Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Jaringan Gas

Meningkatnya Upaya Peningkatan Cakupan Jaringan Distribusi Energi
Indikator :

(1). Persentase Peningkatan Panjang Jaringan Distribusi Energi (%)
(2). Persentase wilayah yang terjangkau jaringan distribusi energi

Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Daerah Terpencil
Indikator :

(1). Persentase Peningkatan proyek energi terbarukan yang dikembangkan di daerah
terpencil

(2). Persentase daerah terpencil yang mendapatkan akses energi dari sumber EBT

Meningkatnya Keterjangkauan Energi

Indikator :

(1). Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)

(2). Persentase Pengurangan biaya Energi Perkapita

Meningkatnya Upaya Penurunan Harga Energi

Indikator :

(1). Rata-rata harga bahan bakar per liter di daerah

(2). Rata-rata harga listrik per kWh untuk masyarakat dan industri

Meningkatnya Subsidi dan Insentif energi untuk Kelompok Rentan
Indikator :
Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan energi

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
Indikator :

(1). Kapasitas air baku (m3/detik)

(2). Indeks Ketahanan Air Provinsi

Meningkatnya Konservasi Sumberdaya Air
Indikator :
Persentase Luas Lahan Kritis

Meningkatnya Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis
Indikator :
Persentase lahan kritis yang direhabilitasi

Meningkatnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berkelanjutan
Indikator :
Persentase DAS dalam kondisi baik

Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Konservasi Tanah dan Air
Indikator :
Persentase desa yang menerapkan program konservasi berbasis masyarakat
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Meningkatnya Pendayagunaan Air

Indikator :

(1) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani
oleh jaringan irigasi

(2) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui
penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan
air minum curah lintas Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Indikator :

(1). Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi
(2). Luas Daerah Irigasi (DIR) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi

Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi

(1). Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan
(OP)

(2). Luas Daerah Irigasi (DIR) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan
(OP)

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan
Irigasi

Indikator :

(1). Persentase Komisi Irigasi Kab/Kota yang Aktif

(2). Persentase kelompok petani pemakai air (P3A) yang aktif

Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis Sektor
Unggulan

Indikator :

(1). Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)
(2). Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Meningkatnya Kemitraan dalam Hilirisasi

Indikator :

(1). Persentase Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta
dalam pengembangan hilirisasi

(2). Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan
Industri

Meningkatnya Promosi Terkait Potensi Hilirisasi

Indikator :

(1). Persentase kegiatan Promosi Tingkat Nasional terkait Potensi Hilirisasi yang diikuti
(2). Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

Meningkatnya Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri

Indikator :

Persentase industri pengolahan yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga
keuangan melalui skema kemitraan

Meningkatnya Fasilitas Pendukung Industri Hilir
Indikator :

(1). Persentase Rencana Kawasan Industri yang Mulai
Dikembangkan

(2). Persentase lIzin Usaha Industri yang Diterbitkan

Meningkatnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas
Pendukung Hilirisasi

Indikator :

Persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengembangan fasilitas industri

Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi

Indikator :

(1). Persentase industri yang terhubung dengan sistem transportasi yang baik

(2). Persentase industri yang mendapatkan akses listrik dan air bersih yang memadai

Meningkatnya Daya Saing Produk Hilir

Indikator :

Persentase produk hilir yang bersertifikasi dan berstandar
nasional/internasional

Meningkatnya Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk

Indikator :

(1). Persentase unit produksi yang menerapkan teknologi modern dalam proses
produksi

(2). Persentase pelaku industri hilirisasi yang mendapatkan pelatihan peningkatan
kualitas produksi

Meningkatnya Penguatan Riset dan Inovasi Produk
Indikator :
Persentase produk baru hasil inovasi yang berhasil diluncurkan ke pasar

Meningkatnya Akses Pasar Produk Hilir

Indikator :

Volume perdagangan produk hilirisasi berbasis pertanian,
perkebunan, peternakan, dan perikanan

Meningkatnya Penguatan Promosi dan Branding Produk
Indikator :
Persentase peningkatan pengenalan merek produk hilirisasi daerah di pasar sasaran

Meningkatnya Pengembangan Jaringan Distribusi Produk

Indikator :

(1). Persentase Produsen Lokal yang Bekerjasama dengan Distributor dan Agen
Penjualan

(2). Persentase peningkatan penjualan online produk hilirisasi daerah

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
indikator :

(1). Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) ;

(2). Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

(3). Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Indikator :

(1). Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif;

(2). Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut
Indikator :
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK pada Sub Sektor Kehutanan
Indikator:
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Lahan Gambut
Indikator :
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Lahan Gambut

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Pertanian
Indikator :
Persentase Penurunan GRK Sub Sektor Pertanian
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Meningkatnya Upaya Peningkatan Kualitas Udara
Indikator:
Indeks Kualitas Udara

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Produsen Energi
Indikator :
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Produsen Energi

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK pada Sub Sektor Transportasi
Indikator:
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK Sektor Industri
Indikator :
Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Industri

Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Indikator :

(1). Luas Hutan yang terbakar

(2). Persentase Penurunan Hot Spot

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kualitas Air
Indikator:
Indeks Kualitas Air

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah Cair
Indikator :
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah Cair

Meningkatnya Penurunan Emisi GRK pada Sub Sektor Persampahan
Indikator:
Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kualitas Air Laut dan Pesisir
Indikator :
Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir

Meningkatnya Penurunan Emisi Sektor Berbasis Kelautan dan Pesisir
Indikator :
Persentase Penurunan Emisi Sektor Kelautan dan Pesisir

Meningkatnya Upaya Perlindungan Mangrove
Indikator :
Persentase Luasan Mangrove yang dilindungi
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4 Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar
yang berkualitas dan ramah lingkungan

Level 1

Meningkatnya kualitas konektivitas daerah
Indikator :

(1). Rasio konektivitas transportasi (%)

(2). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan
Komunikasi

level 2

level 3

level 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur Angkutan Jalan
Indikator :

1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (km/jam)

2). V/C Rasio Jalan

Meningkatnya Upaya mempertahankan Kemantapan jalan
Provinsi

Indikator

(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)

(2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Mantap (%)

Meningkatnya Upaya Penertiban Angkutan ODOL
Indikator :
Persentase penurunan kasus ODOL

Meningkatnya Upaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
(1). Persentase Jalan Provinsi yang dipelihara
(2). Persentase Jembatan Provinsi yang dipelihara

Meningkatnya Keselamatan Angkutan Jalan
Indikator :
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Jalan

Meningkatnya Rambu-Rambu Keselamatan
Indikator :

Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang
terhadap Kondisi Ideal

Meningkatnya Pagar Pengaman Infrastruktur Jalan
Indikator :

Persentase Lintasan Jalur Rawan Provinsi yang dilengkapi
dengan Pagar Pengaman

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Umum
Indikator :
Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum

Meningkatnya Kinerja Simpul Transportasi

Indikator :

(1). Persentase Pemenuhan Jenis Simpul Transportasi
(2). Persentase Simpul Transportasi Eksisting yang
beroperasional sesuai standar

(3). Konektivitas Darat

(4). Konektivitas Laut

Meningkatnya Kinerja Terminal Angkutan Darat
Indikator :

Persentase Terminal Kewenangan Provinsi yang
beroperasi sesuai standar

Peyelesaian Pembangunan Pelabuhan Laut
Persentase Proses Pembangunan Pelabuhan Laut

Peningkatan Kinerja Stasiun Kereta Api

Indikator :

Persentase Stasiun Kereta Api yang beroperasi sesuai
standar

Meningkatnya Integrasi Multi Moda Angkutan Umum
Indikator :

Persentase Peningkatan Integrasi Multimoda Angkutan
Umum

Meningkatnya Integrasi Moda Angkutan Umum Perkotaan
Indikator :

Persentase Peningkatan Lokasi Intergrasi Multimoda
Angkutan Umum Perkotaan

Meningkatnya Integrasi Moda Angkutan Umum Lintas
Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang terdapat integrasi Multimoda
lintas Kab/Kota

Meningkatnya Upaya Revitalisasi Trayek Angkutan Umum
Indikator :

Persentase Trayek Angkutan Umum yang Telah
Direvitalisasi

Meningkatnya Revitalisasi Trayek Angkutan Umum
Perkotaan

Indikator :

Persentase Perkotaan yang melakukan revitalisasi trayek
angkutan umum

Meningkatnya Revitalisasi Trayek Angkutan Umum Lintas
Kab/Kota

Persentase Trayek Angkutan Umum Lintas Kab/Kota yang
direvitalisasi

Meningkatnya Keselamatan Angkutan Umum
Indikator :
Persentase Penurunan Kasus Kecelakaan Angkutan Umum

Meningkatnya Keselamatan Angkutan Air
Indikator :
Persentase Penurunan Kasus Kecelakaan Angkutan Air

Meningkatnya Keselamatan Perlintasan Kereta Api
Indikator :
Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)

Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP)

Indikator :

Persentase Pengendalian KKOP
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Meningkatnya Pelayanan Akses Internet
Indikator :
Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Akses
Internet

Indikator :

Persentase Penurunan Blankspot

Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Jaringan
Internet broadband dan Serat Optik

Indikator :

Persentase wilayah yang terjangkau oleh internet
broadband dan serat optik

Meningkatnya Akses Listrik untuk mendukung Internet
Indikator :
Persentase Desa Berlistrik

Meningkatnya Kapasitas SDM TIK

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang melakukan kebijakan
peningkatan SDM TIK.

Meningkatnya SDM TIK aparatur Pemerintah

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Peningkatan
Kapasitas TIK ASN

Meningkatnya SDM TIK di Masyarakat

Indikator :

Persentase Desa yang telah mendapatkan pelatihan SDM
TIK

Meningkatnya akses infrastruktur dasar masyarakat
Indikator :

(1) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau
dan Berkelanjutan (%)

(2) persentase penanganan kawasan kumuh Provinsi (%))

Meningkatnya Pelayanan Air Minum
Indikator :

(1). Akses Air Minum Aman (%)

(2). Akese Air Minum Layak (%)

Meningkatnya Akses Masyarakat ke Pelayanan Air Minum
Perpipaan

Indikator :

Akses Rumah Tangga Terhadap air minum Perpipaan (%)

Meningkatnya Akses Air Minum Perpipaan di Wilayah
Perkotaan:

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum
Perpipaan (%)

Meningkatnya Akses Air Minum Perpiaan di Wilayah
Pedesaan:

Akses Rumah Tangga Pedesaan terhadap Air Minum
Perpipaan (%)

Meningkatnya Akses Masyarakat ke Pelayanan Air Minum
Non Perpipaan Yang Layak (BJP)

Indikator :

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum
Layak (%)

Meningkatnya Akses Masyarakat ke Sumur Gali
Terlindungi

Indikator :

Akses Rumah Tangga dengan Sumur Gali Terlindungi (%)

Meningkatnya Akses Masyarakat ke Mata Air Terlindungi
Indikator :
Akses Rumah Tangga dengan Mata Air Terlindungi (%)

Belum Optiminya Akses Pelayanan Sanitasi
Indikator :

(1). Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman
(%) ;

(2). Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)

Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi Aman Perkotaan
Indikator :
Rumah Tangga Perkotaan dengan Akses Sanitasi Aman (%)

)

Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap
IPAL Terpusat

Indikator :

Persentase Rumah Tangga dengan Akses IPAL Terpusat

Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap
IPAL Komunal

Indikator :

Persentase Rumah Tangga dengan Akses IPAL Komunal

Meningkatnya Rumah Tangga Perkotaan yang meiliki
sarana Sanitasi Individual Aman

Indikator :

Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang memiliki akses
sanitasi Individual Aman

Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Pedesaan

Indikator :

Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang memiliki Akses
Sanitasi Layak

Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Pedesaan skala
Komunal

Indikator :

Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang memiliki Akses
Sanitasi Layak skala Komunal

Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Pedesaan skala
individual

Indikator :

Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang memiliki Akses
Sanitasi individual Layak
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Meningkatnya Kondisi Bangunan Rumah
Indikator :
Pesentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehabilitasi

Meningkatnya Kondisi Bangunan Rumah di Kawasan
Kumuh Provinsi

Indikator :

Pesentase Rumah Tidak Layak Huni di kawasan Kumuh
Provinsi yang di Rehabilitasi

Meningkatnya perbaikan kondisi Atap Rumah Masyarakat
Pada Kawasan Kumuh Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Kumuh Provinsi yang di
Rehabilitasi Atapnya

Meningkatnya perbaikan kondisi Lantai Rumah
Masyarakat Pada Kawasan Kumuh Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Kumuh Provinsi yang di
Rehabilitasi Lantainya

Meningkatnya perbaikan kondisi Dinding Rumah
Masyarakat Pada Kawasan Kumuh Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Kumuh Provinsi yang di
Rehabilitasi Dindingnya

Meningkatnya Kondisi Bangunan Rumah di Kawasan
Strategis Provinsi

Indikator :

Pesentase Rumah Tidak Layak Huni di kawasan Strategis
Provinsi yang di Rehabilitasi

Meningkatnya perbaikan kondisi Atap Rumah Masyarakat
Pada Kawasan Strategis Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Strategis Provinsi yang
di Rehabilitasi Atapnya

Meningkatnya perbaikan kondisi Lantai Rumah
Masyarakat Pada Kawasan Strategis Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Strategis Provinsi yang
di Rehabilitasi Lantainya

Meningkatnya perbaikan kondisi Dinding Rumah
Masyarakat Pada Kawasan Strategis Provinsi

Indikator :

Persentase Rumah Pada kawasan Strategis Provinsi yang
di Rehabilitasi Dindingnya

Meningkatnya Penyediaan PSU Kawasan Permukiman
Indikator :

Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Meningkatnya Penyediaan PSU di Kawasan Kumuh
Provinsi

Indikator :

Persentase Kawasan Kumuh Provinsi yang Tersedia PSU

Belum Optimlnya Penyediaan PSU di Kawasan Strategis
Provinsi

Indikator :

Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang Tersedia PSU

Meningkatnya Pengelolaan Bencana
Indikator :
Indeks Resiko Bencana (IRBI))

Meningkatnya Upaya Penurunan tingkat kerentanan
Bencana

Indikator :

Persentase Penurunan Tingkat kerentanan Bencana

Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan
Bencana

Indikator :

Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang
Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Rawan Bencana

Meningkatnya Upaya Penyebaran Informasi Kebencanaan
Indikator :

Persentase Daerah Rwan Bencana yang Memiliki Media
Informasi Kebencanaan

Meningkatnya Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana

Indikator :

Persentase Penduduk Daerah Rawan Bencana yang Siap
Siaga Bencana

Meningkatnya upaya peningkatan kualitas hidup
masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan
penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca
bencana

Indikator :

Persentase pemulihan masyarakat di wilayah pasca
bencana

Meningkatnya Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca
Bencana

Indikator :

Persentase Penduduk Daerah Pasca Bencana yang
dipulihkan

Meningkatnya Terselenggaranya Perbaikan Rumah
Penduduk Pasca Bencana

Indikator :

Persentase Warga Negara Korban Bencana yang
Memperoleh Rumah Layak Huni
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MENINGKATNYA Kapasitas Penanggulangan Bencana
Persentase Persentase Peningkatan kapasitas
Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi
dan Kesiapsiagaan Bencana

Indikator :

Persentase Kawasan Beresiko Tinggi Bencana yang
Tersedia Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Bencana

Meningkatnya Penyediaan Prasrana Kesiapsiagaan
Bencana pada Daerah Bencana yang Beresiko Tinggi
Indikator :

Persentase Daerah Rawan Bencana Beresiko Tinggi yang
Memiliki Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Meningkatnya Penyediaan infrastruktur mitigasi dan
kesiapsiagaan Bencana pada Daerah Bencana yang
berisiko TInggi

Indikator :

Persentase Kawasan Beresiko Tinggi Bencana yang
Tersedia Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Meningkatnya jumlah Desa Tangguh Bencana yang
Terbentuk

Indikator :

Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana

Meningkatnya Keluarga tangguh Bencana
Indikator :
Persentase Peningkatan Keluarga Tangguh Bancana

Meningkatnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
Indikator :
Persentase Peningkatan SPAB
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5 Memperluas kesempatan berusaha dan
lapangan kerja serta perlindungan sosial yang
terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat
Indikator :

(1). Tingkat Kemiskinan (%)

(2). Rasio Gini (Indeks)

Meningkatnya Penyediaan kesempatan kerja yang luas
bagi masyarakat

Indikator :

(1). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

(2). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Meningkatnya lapangan kerja formal
Indikator :
Proporsi penciptaan lapangan kerja formal

Meningkatnya perluasan jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja
Indikator :
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri

Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi bursa kerja
Indikator :
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
Indikator:

(1). Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan
Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah

(2). Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja
Indikator :

(1). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi

(2). Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat
Produktivitasnya

Meningkatnya kinerja balai pelatihan kerja

Indikator :

(1). Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
(2). Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Meningkatnya kemudahan akses bagi kelompok rentan, termasuk penyandang
disabilitas

Indikator :

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan sosial bagi
tenaga kerja formal

Indikator :

(1). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Provinsi

(2). Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak
Dasarnya

Meningkatnya monitoring dan evaluasi perusahaan terkait perlindungan
tenaga kerja

Indikator :

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Meningkatnya Upaya Peningkatan Penerapan Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

Indikator :

(1). Persentase perusahaan yang memiliki sertifikasi K3

(2). Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan K3

Meningkatnya Kesempatan Berusaha

Indikator :

(1). Rasio Kewirausahaan (%)

(2). Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada
Level Provinsi (%)

(3). Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non
pertanian pada level provinsi (%)

Meningkatnya daya saing UMKM

Indikator :

(1). Persentase Usaha yang bermitra dengan Industri
Menengah/Besar

(2). Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Meningkatnya Akses terhadap Pembiayaan dan Permodalan UMKM
Indikator :

Persentase Peningkatan UMKM yang mendapatkan akses kredit atau
pembiayaan

Meningkatnya Kualitas Produk dan Inovasi

Indikator :

(1). Persentase Peningkatan UMKM yang memperoleh sertifikasi standar
kualitas (SNI, halal, dll.)

(2). Persentase produk UMKM yang berhasil dikembangkan atau diinovasi

Meningkatnya Akses Teknologi dan Digitalisasi UMKM
Indikator :
Persentase UMKM yang memiliki platform atau toko online

Meningkatnya UMKM yang tangguh dan mandiri
Indikator :

(1). Persentase Pertumbuhan Wirausaha

(2). Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari
Informal ke Formal

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM UMKM

Indikator :

(1). Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen dan
teknis

(2). Persentase UMKM yang menerapkan praktik bisnis modern

Meningkatnya Pengembangan Akses Pasar dan Promosi
Indikator :
Persentase peningkatan penjualan produk UMKM melalui platform digital

Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Usaha UMKM
Indikator :
Persentase UMKM yang tergabung dalam jaringan atau klaster usaha

Meningkatnya Wirausaha Baru
Indikator :
Persentase Peningkatan Wirausaha Baru

Meningkatnya Upaya Peningkatan Kesadaran dan Minat Masyarakat terhadap
Kewirausahaan

Indikator :

Persentase Kab/Kota yang dilakukan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan
untuk mendorong kewirausahaan
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Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Calon Wirausaha

Indikator :

Persentase peserta pelatihan yang memulai usaha dalam 6 bulan setelah
pelatihan

Meningkatnya Fasilitasi Akses Permodalan dan Pembiayaan bagi Wirausaha
Baru

Indikator :

Persentase wirausaha baru yang memanfaatkan program bantuan permodalan
pemerintah

Meningkatnya Sarana Pendukung untuk Calon Wirausaha Baru
Indikator :
Persentase Kab/Kota yang memiliki inkubator bisnis dan aktif

Meningkatnya kontribusi Koperasi dalam perekonomian dan
penguatan UMKM

Indikator :

(1). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

(2). Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
Indikator :
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
Indikator :
Persentase Koperasi Aktif

Meningkatnya peningkatan kualitas SDM perkoperasian
Indikator :
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan

Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial Masyarakat
Indikator :

(1). Persentase Kemiskinan Ekstrem

(2). Persentase PMKS (PPKS) yang memperoleh bantuan
sosial

Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial
Indikator :

(1). Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi
Kebutuhan dasar

(2). Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat
Kemandirian Ekonomi

Meningkatnya implementasi program-program kesehatan dan pendidikan
yang tmenjangkau bagi kelompok miskin

Indikator :

(1). Persentase Penduduk Miskin yang menerima fasilitas Bantuan Pendidikan
(2). Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Meningkatnya Perluasan jangkauan layanan dasar dengan pendekatan
berbasis wilayah dan sistem digitalisasi layanan sosial untuk memastikan
bahwa kelompok rentan dapat mengaksesnya

Indikator :

Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat
miskin

Meningkatnya keberfungsian sosial pada individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat

Indikator :

Indeks Keberfungsian Sosial

Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial

Indikator :

(1). Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan
Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial

(2). Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
(3). Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan
Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa
Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar

Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial

Indikator :

(1). Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam Panti

(2). Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam
Panti

(3). Persentase lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di
Dalam Panti

(4). Persentase Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti

(5). Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar
HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
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6 Meningkatkan penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang
baik berbasis digital, menuju
pelayanan publik yang
berkualitas

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset
Pemerintah Daerah

Indikator :

(1). Nilai Sakip

(2). Opini BPK

(3). Manajemen Risiko Indeks

(4). Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah

Indikator :

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Indikator :

Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan
Prioritas Daerah

Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator :

(1) Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan
Dokumen RPJMN

(2). Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP
(3). Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

(4). Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi
dengan Dokumen RPJMD Kab/Kota

(5). Persentase Keselarasan Dokumen RKPD Provinsi
dengan RKPD Kab/Kota

(6). Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
(7). Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi
rencana Pembangunan Daerah

Indikator :

(1). Persentase target sasaran pembangunan daerah
menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah
(2). Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan
Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel

Indikator :

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Meningkatnya Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah
Indikator :

BUDGET EXECUTION (Deviasi Realisasi Belanja Terhadap
Belanja Total Dalam APBD)

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
(1). REVENUE MOBILIZATION (Deviasi Realisasi PAD
Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas
Toleransi)

(2). Pertumbuhan Pendapatan Daerah APBD (Rp)
(3). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

(4). Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
(5). Return on Asset (ROA) BUMD (%)

Meningkatnya Peningktan kualitas layanan pengadaan
barang dan jasa

Indikator :

Tingkat Kematangan UKPBJ

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator :

(1) Asset Management

(2). Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengawasan BMD
Indikator :
Persentase BMD yang dipelihara dan diawasi

Meningkatnya Pemanfaatan BMD
Indikator :
Persentase BMD yang dimanfaatkan

Meningkatnya Inventarisir BMD
Persentase BMD yang telah di inventarisasi

Meningkatnya tata kelola Kearsipan Daerah
Indikator :

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup
Pemerintahan Daerah

Indeks Pengelolaan Arsip Elektronik

Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
Indikator :
Tingkat Ketersediaan Arsip

Tingkat Pengelolaan Arsip Elektronik
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Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip
sesuai NSPK

Indikator :

Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan
Arsip

Meningkatnya kualitas pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan Bebas
Indikator :

(1). Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)

(2). Indeks Persepsi Korupsi

Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilaya Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)

Indikator :

Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan

\A/IDI/ AAIDDRNA

Meningkatnya Penurunan Penyalahgunaan Wewenang
pada Pemerintah Daerah

Indikator :

(1). Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
(2). Tindak lanjut Rekomendasi BPK

Meningkatnya Upaya Pencegahan korupsi Daerah
Indikator :
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator :

(1). Indeks Pelayanan Publik

(2). Indeks SPBE

Meningkatnya Invensi dan Inovasi Pelayanan Publik
dalam Pembangunan Daerah

Indikator :

Indeks Inovasi Daerah

Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator :
Indeks Ekosistem Inovasi

Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
Indikator :
Indeks Kapabilitas Inovasi

Meningkatnya Penguasan IPTEK
Indikator :
Tingkat Penguasaan Iptek

Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis
digital

Indikator :

Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
Indikator :

(1). Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Aplikasi
Pelayanan sesuai Tupoksi

(2). Persentase Perangkat Daerah yang mendukung Satu
Data Indonesia

Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik
pemerintah daerah

Indikator :

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap
Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah
(survei)

Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat
diandalkan

Indikator :

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan
Pemerintah Daerah

Indikator :

Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan dalam Menunjang Tugas
Pimpinan di Ibu Kota Jakarta

indikator :

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Penghubung
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Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang efektif dan efisien

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Administrasi Kependudukan

Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
Indikator :

(1). Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan
Digital

(2). Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
Indikator :
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan

Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
Indikator :
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan
umum

Indikator :

Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
diselesaikan tepat waktu

Meningkatnya Fasilitasi penyelesaian konflik, sengketa,
dan perkara pertanahan

Indikator :

Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara
Pertanahan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA)

Indikator :

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap
Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee

Meningkatnya Fasilitasi Tata Kelola Desa
Indikator :
Indeks Desa Membangun (IDM)

Belum Otimalnya Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
Indikator :
Persentase Desa Mandiri (%)

Belum Otimalnya Peningkatan Jumlah Desa Maju
Indikator :
Persentase Desa Maju (%)

Belum Otimalnya Peningkatan Pendidikan Politik di
Masyarakat

Indikator :

Indeks Demokrasi Indonesia

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan
Pemilukada

Indikator :

Persentase Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

Meningkatnya etika dan budaya politik
Indikator :
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Meningkatnya Tata Kelola Penataan Ruang
Indikator :
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Meningkatnya Pemanfaatan RTRW
Indikator :
Persentase RTRW yang terealisasi

Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator :

Persentase Kasus Pelanggaran Tataruang yang
diselesaikan

Meningkatnya Pembangunan Hukum Daerah
Indikator :
Indeks Pembangunan Hukum

Meningkatnya Kepatuhan Hukum Daerah
Indikator :
Indeks Kepatuhan Daerah

Meningkatnya Ketaatan Hukum Daerah
Indikator :
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
Indikator :
Indeks Integritas Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Meningkatnya Kualitas kebijakan pemerintah daerah
Indikator :
Indeks Kualitas Kebijakan

Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah
Indikator:
Indeks kematangan Organisasi
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Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan
otonomi daerah

Indikator :

(1). Efektivitas Kerjasama Daerah

(2). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan
perekonomian dan pembangunan

Indikator :

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Perekonomian dan Pembangunan

Meningkatnya kualitas kebijakan administari
pembangunan :

Indikator :

Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD

Indikator :

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD

Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan
Perundang-undangan

Indikator :

(1). Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

(2). Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan
Indikator :
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya profesionalitas ASN
Indikator :

(1). Indeks Profesionalitas ASN

(2). Indeks Berakhlak

Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Provinsi
Indikator :
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
Provinsi

Indikator :

Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan
Kompetensinya

Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator :
Indeks Sistem Merit

Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan
ASN

Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
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SUMSEL MAJU TERUS UNTUK
SEMUA

7 Mewujudkan kehidupan beragama,
seni dan budaya dalam masyarakat
yang menjunjung tinggi toleransi dan
berorientasi pada kearifan lokal.

Meningkatnya upaya mempertahankan stabilitas sosial
Indikator:
Indeks Harmoni Indonesia

Meningkatnya Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator :

(1). Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

(2). Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan
sendirian di area tempat tinggalnya

Meningkatnya ketertiban kehidupan bermasyarakat
Indikator :

(1). Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

(2). Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
diselesaikan

Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum
Indikator :
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas

Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan
Indikator :
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat

Indikator :

Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan

Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
Indikator :
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Meningkatnya kapasitas dan peran organisasi
kemasyarakatan dalam implementasi program
pembangunan daerah

Indikator :

Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual,
Pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi
Pancasila dan karakter kebangsaan

Indikator :

Cakupan Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Indikator :

Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
Indikator :
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Meningkatnya Pelestarian Budaya
Indikator :
Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan

Meningkatnya Tata Kelola Warisan Budaya

Indikator :

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
yang Ditetapkan

Meningkatnya Tata Kelola Museum
Indikator :
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum

Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah
kuno

Indikator :

Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang
Dimiliki

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengembangan kebudayaan

Indikator :

Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan
Kebudayaan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengembangan kesenian tradisional

Indikator :

Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan
Dikembangkan

Meningkatnya Peran Masyarakat terhadap penguatan
informasi sejarah

Indikator :

Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah
Lokal




PEMETAAN TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

TANTANGAN

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

VISI-MISI HDCU

TEKNOKRATIS RPJMD 2025-2029

RANWAL RPJMN 2025-2029

EVALUASI RPJMD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

1. EKONOMI

Merosotnya kontribusi sektor pertanian menjadi 18%,
dan menguatnya kontribusi sektor pertambangan
sebesar 22% dalam struktur

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal
(Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Didominasi sektor
primer ; Pengembangan Potensi Daerah belum Optimal)

Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan (Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan
hilngnya budaya lokal ; Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata
berkelanjutan ; Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman ;
Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegitan wisata ; Kurangnya
keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal)

Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target (Belum
Pulihnya Perekonomian Pasca Pandemi, Penurunan
Harga Komoditas, Kondisi Cuaca, Distribusi barang &
jasa, ketidakstabilan ekonomi global, perubahan
kebijakan pemerintah dan pengurangan investasi)

Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada
sektor primer seperti sektor pertambangan,
sehingga perlunya diversifikasi terhadap sektor
sektor unggulan lainnya

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal

Pengelolaan sumber daya alam

Upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan

Pemetaan Potensi Unggulan setiap Wilayah

Fokus pada satu/dua Komoditas (hulu Hilir)

Mendorong terjadi transformasi ekonomi, ketahanan
ekonomi didukung oleh sumberdaya yang mapan
dengan memperkuat stabilitas ekonomi makro

Transformasi Ekonomi belum Optimal (mengandalkan
sektor primer dalam pembangunan terutama sektor
pertambangan batubara)

Produktivitas UMKM dan Koperasi (Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu
menyediakan lapangan kerja yang layak ; Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian ;
Kurangnya penerapan standar sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM ; Rendahnya
kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri ; Belum optimalnya ekosistem usaha dalam mendukung
pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM)

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian belum mencapai target
(Angka tersebut berasal dari beberapa komoditi
pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura
semusim, hortikultura tahunan, perkebunan semusim,
perkebunan tahunan, peternakan, serta jasa pertanian
dan perburuan. Tidak semuanya memiliki pertumbuhan
positif)

Kurangnya promosi investasi dan pariwisata

Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual (Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual ; Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas
berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah ; kelembagaan ekonomi kreatif
yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual ; Daya saing SDM Ekonomi
Kreatif yang rendh khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual ; Rantai Pasok Ekonomi Kreatif yang
belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekraf di daerah)

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan belum
mencapai target ( 1. Fluktuasi harga komoditas, 2.
keterbatasan bahan baku, 3. krisis ekonomi global, 4.
Kebijakan Pemerintah, Tekhnologi dan 5.
Inovasi,Persaingan dengan daerah lain, Masalah Tenaga
Kerja dan Infrastruktur yang kurang memadai)

Ekonomi Hijau (Triple Planetary Crisis, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan
kehilangan keanekaragaman hayati ; Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif yang berfokus pada
pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung
ekosistemPenerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem ; Investasi yang
dibutuhkan untuk bertransisi ke ekonomi hijau sangat besar)

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan
eceran belum mencapai target (Masih Dalam Proses
Pemulihan ekonomi UMKM yang makin membaik pasca
pandemi)

Realisasi PMA belum mencapai target (disebabkan oleh
adanya beberapa perusahaan yang telah mendapatkan
izin akan tetapi belum dapat merealisasikan rencana
investasi yang telah direncanakan karena mengalami
hambatan seperti: terkendalanya masalah lahan,
kendala akses jalan dan perusahaan memang tidak
beroperasional dan proyek tidak dilanjutkan lagi)

Jumlah Wisatawan Mancanegara belum mencapai target
(belum terbukanya entry point (gerbang langsung)
penerbangan kedatangan dari bandara internasional
SMB Il Palembang, yang saat ini masih melalui bandara
internasional Soekarno-Hatta Jakarta. promosi luar
negeri belum maksimal, Kurangnya penyelenggaraan
event-event internasional)

Pengeluaran Per Kapita belum mencapai target (adanya
Pandemi Covid-19 akibatnya masih rendahnya daya beli
masyarakat)




2.
KETAHANAN
PANGAN

VISI-MISI HDCU

Transformasi Ekonomi belum Optimal

Perlu diwaspadai agar transisi energi untuk mendukung
green economy dan penerapan circular economy dapat
berjalan secara baik

Kerentanan Ketahanan Pangan

TEKNOKRATIS RPJMD 2025-2029

Kerentanan Ketahanan Pangan (Distribusi Sektor
Pertanian terhadap PDRB Menurun Setiap Tahun ;
Produktivitas Padi di Sumatera Selatan tumbuh
Melambat ; Produktivitas Perikanan Budidaya Belum
Optimal ; Ancanaman Ketahanan Pangan)

RANWAL RPJMN 2025-2029

Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru (Kontribusi PDB Maritim baru mencapai 7,92% ;
Tata Kelola birokrasi, pengaturan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan sektor
ekonomi biru ; Pertumbuhan PDB Perikanan mengalami stagnasi ; Produksi garam Indonesia (2,55 juta ton) masih
tertinggal jah dari negara lain ; Pangsa kapal Indonesia cukup besar di dunia ; Pariwisata pesisir dan laut mewakili
50% total pariwisata global, yang menyumbang sektor ekonomi bagi negara pesisir dan negara kepulauan ; Belum
terintegrasinya riset kemaritiman dengan dunia usaha serta kualitas dan kapasitas SDM maritim yang masih perlu
ditingkatkan)

Ekonomi Syariah (Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar ; Masih
rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI ; Masih terbatasnya UMKM yang produknya
tersertifikasi halal ; Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia ; Masih belum optimalnya pengelolaan
dan pemanfaatan dana sosial syariah)

Ekonomi Digital (Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum otimal, dan tingkat maturitas digital yang masih
terbatas ; Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing nasional ; Belum
terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital)

Swasembada Pangan (Meningkatnya jumlah penduduk ; Stagnasi produksi pangan ; Tingginya ketergantungan
terhadap impor ; Masih terdapatnya daerah rentan pangan ; Meningkatnya dampak perubahan iklim ; Terjadinya
alih fungsi lahan ; Penurunan kualitas/degradasi lahan ; Aging farmer ; Rendahnya kesejahteraan petani,nelayan,
dan pembudidaya ikan)

EVALUASI RPJMD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

3. SUMBER
DAYA AIR

Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Optimal (Kuantitas
Air, Kualitas Air)

Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan
(Kurangnya kuantitas air, Rendahnya kualitas air)

Swasembada Air (Kebutuhan air yang terus meningkat ; kapasitas tampung per kapita Indonesia merupakan salah
satu yang terendah di dunia ; Kapasitas idle SPAM dan NRW masih tinggi ; 80% dari air yang digunakan
masyarakat akan menjadi air limbah domestik ; terdapat hutan dan lahan kritis ; menurunnya kualitas dan
kuantitas mata air)

4. IPTEK &
INOVASI

Perkembangan arus teknologi informasi yang sangat
cepat, dan persaingan semakin ketat dalam
memperebutkan investor

Ilmu Pengetahuan Teknologi(Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah ;
Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi masih rendah ; Anggaran riset yang masih rendah serta
pemanfaatannya belum dikelola denganbaik ; Potensi supply iptek dan inovasi besar)

Inovasi Daerah masih Rendah

Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah ; Kapasitas penciptaan inovasi masih rendah ;
Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola denganbaik ; Potensi inovasi besar

5. INFRA
STRUKTUR

Masih terdapat wilayah yang belum terkoneksi
(konektivitas) dan relatif sulitnya aksestabilitas karena
terbatasnya anggaran perlu dicarikan alternatif
pembiayaan infrastruktur untuk men- dorong daya saing
daerah

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi
(Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang
Mantap ; Konektivitas dan Aksestabiltas yang belum
Merata ; Fasilitas Transportasi Air Belum Kondusif ;
Fasilitas Angkutan Udara Masih Relatif belum Merata ;
Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan
Telekomunikasi ; Kondisi Lingkungan belum Mendukung
Derajat Kesehatan )

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi
(Jalan Mantap, Konetivitas Aksesibilitas, Komunikasi,
Sanitasi Limbah Sampah)

Peningkatan infrastruktur

Infrastruktur Berkelanjutan (Waktu tempuh pada lintas utama ; Skala ekonomi angkutan kapal belum efisien ;
Performa logistik Indonesia masih belum optimal ; Share angkutan logistik kereta api relatif masih rendahShare
angkutan logistik kereta api relatif masih rendah ; Sistem angkutan massal perkotaan modern yang masih
tertinggal ; Coverage dan usage gap fixed broadband yang tinggi ; Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah
se-ASEAN ; Belum meratanya penyediaan dan kualitas layanan ketenagalistrikan)

Persentase Desa yang Teraliri Listrik belum mencapai
target (Ada Kepmendagri No 050/145 Tahun 2022
tentang Pemekaran Desa)

Konektifitas infrastruktur

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
belum mencapai target (terkendala kewenangan Dinas
Perkim terkait sanitasi layak lebih menitikberatkan pada
Sanitasi Regional dan Sanitasi Sanitasi

di Kawasan Strategis Provinsi (KSP), sementara di Prov.
Sumsel belum dapat melaksanakan kegiatan fisik terkait
Sanitasi Regional)

6. KETIMPANG
AN

Prediksi memburuknya ketimpangan pendapa- tan pada
tingkat nasional & global, berdampak pada
meningkatnya ketimpangan pendapatan di Sumatera
Selatan




VISI-MISI HDCU

Ketimpangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
sedikit meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan
tingkat ketimpangan di wilayah ini masih berada pada
level yang tinggi

Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi
aktivitasi ekonomi yang hanya terpusat pada wilayah
tertentu

Ketimpangan antar wilayah menjadi signifikan karena
adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak
geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis
atau politik, dan perbedaan kondisi geografi yang
terdapat pada masing—masing wilayah

TEKNOKRATIS RPJMD 2025-2029

RANWAL RPJMN 2025-2029

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan (Angka kemiskinan perdesaan masih besar ; Akses keair minum layak dan sanitasi layak di
perdesaanAkses keair minum layak dan sanitasi layak di perdesaan ; Akses layanan kesehatan dasar perdesaan
hanya 75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 tahun ; Rasio elektrifikasi di perdesaan sudah mencapai 99,85%
(KESDM, 2024) namun belum mempertimbangkan kualitas infrastruktur kelistrikannya ; Nilai ekonomi sektor
pertanian di perdesaan masih rendah dan diproyeksikan mengalami penurunan produksi hingga 25% akibat
dampak perubahan iklim di 2045)

EVALUASI RPJMD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

Ketimpangan pembangunan antar daerah

7. SDM

Mendorong terjadi transformasi sosial, ketahanan sosial
didukung oleh sumberdaya yang mapan

Masalah sosial dan kesejahteraan (pemberian
bantuan yang tidak tepat sasaran)

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga Masih
Rendah (Tenaga Kerja, IPM, SDM, Pendidikan, Kualitas
Keluarga)

Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah (Tenaga
Kerja Terampil di Sumatera Selatan Masih Rendah ;
Capaian IPM Sumatera Selatan masih Relatif Rendah ;
Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kebutuhan Pasar
Kerja Masih Terbatas ; Persentase Standar Kompetensi
Minimum Satuan Pendidikan Belum Tercapai ;
Keterkaitan antara Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja
Masih Rendah ; Pekerja Berpendidikan Tinggi yang
Bekerja di bidang Keahlian Masih Rendah ; Kualitas
Keluarga Masih Rendah ; Tingginya Ketimpangan
Gender)

Pendidikan (Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD ; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA
sederajat masih rendah ; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas ; Pendidikan karakter, pendidikan
agama, dan pendidikan kewargaan belum optimal ; Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada
kelompok penduduk 20% termiskinPartisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada kelompok
penduduk 20% termiskin ; Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas dan daya
saingnya masih rendah ; Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah ;
Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih rendah)

Angka Rata-rata lama sekolah belum mencapai target (1.
Belum Maksimalnya pencapaian angka wajib belajar 9
(sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar ; 2.
Belum maksimalnya akses pendidikan bagi masyarakat ;
3. Belum maksimalnya Standard Pelayanan Maksimal
(SPM) ; 4. Kesenjangan pendidikan di Kabupaten/Kota)

Kurangnya Pemberdayaan SDM (Pemerataan
Tenaga Kesehatan dan Pendidikan)

Pemanfaatan tenaga kerja lokal agar hasil yang
didapatkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,

Kesehatan (Angka kematian ibu masih tinggi ; Stunting masih tinggi ; Prevalensi obesitas terus meningkat ;
Wasting masih tinggi ; Kasus baru tuberkulosis peringkat ke-2 dunia ; Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia ;
Masih terdapat 43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar ; Masih terdapat 20,36 persen
Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum memiliki dokter spesialis dasar dan penunjang ; Rumah sakit
terakreditasi paripurna masih belum optimal ; Fasilitas kesehatan tingkat pratama terakreditasi paripurna masih
belum optimal)

Angka Harapan Lama Sekolah belum mencapai target (1.
Belum maksimalnya akses dan layanan pendidikan agar
setiap masyarakat dapat melanjutkan pendidikan
kejenjang berikutnya ; 2. Belum maksimalnya
pelaksanaan kebijakan yang ada seperti bantuan BOS,
membebaskan biaya pendidikan, program Indonesia
pintar, Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Sekolah Gratis ; 3.
Meningkatnya angka kemiskinan ; 4. Kesenjangan
Pendidikan di daerah dan perkotaan)

Masih terdapat ketimpangan gender

Keluarga, Perempuan, Anak dan Pemuda (Tingginya angka perceraian di Indonesia ; Indeks Perlindungan Anak
(IPA) masih rendah ; 18 dari 100 anak laki-laki/perempuan 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik ; Indeks
Pembangunan Gender (IPG) cenderung stagnan ; 6,6% perempuan 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik
dan/ seksual oleh pasangan dan/ selain pasangan 12 bulan terakhir ; Indeks Pembangunan Pemuda belum
optimal)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai
target (Pada Komponen Rata-rata Lama Sekolah dan
Pengeluaran Perkapita, Perempuan lebih rendah
dibanding laki - laki)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum mencapai
target

Indeks Perlindungan Anak (IPA) belum mencapai target

8. TATA
KELOLA

Mendorong terjadi transformasi tata kelola, didukung
oleh reformasi birokrasi mantap

Reformasi Birokrasi (Dispariatas kesejateraan ASN ; 34% dari total jumlah ASN berusia 50 tahun ke atas (aging) ;
Akses pelayanan publik belum memadai ; Penerapan sistem merit belum optimal ; Proses bisnis dan tata kelola
pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif ; Meningkatnya rata-rata kasus WNI bermasalah di luar
negeri ; Belum optimalnya hubungan pusat-daerah ; Kesenjangan kapasitas pemda dari segi kelembagaan dan
sumber daya manusia Kesenjangan kapasitas pemda dari segi kelembagaan dan sumber daya manusia; belum
efektifnya fondasi keuangan daerah)

Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat
daerah sehingga pengelolaan pemeritahan kurang
optimal

Reformasi Birokrasi Yang Belum Optimal

Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Reformasi Hukum (Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 peraturan Menteri yang
diterbitkan ; Belum optimalnya proses penanganan perkara Belum optimalnya proses penanganan perkara ;
Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara)

Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target

Memperkokoh Demokrasi (Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan ; Penetrasi
media konvensional di masyarakat jauh berkurang ; Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam
mengonsumsi informasi ; Pelanggaran etik penyelenggara pemilu ; Indeks Demokrasi Indonesia-Aspek Kesetaraan-
Indikator Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mengalami
penurunan )




10. BENCANA

VISI-MISI HDCU

perubahan iklim menjadi tantangan yang perlu dihadapi

Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi (Perubahan
Iklim, Bencana,)

Ancaman Stabilitas Daerah masih Tinggi

TEKNOKRATIS RPJMD 2025-2029

Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut (Pertumbuhan
penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara
lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan ;
Berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan
pertanian dan perkebunanBerkurangnya tutupan lahan
akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan)

Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi (Kondisi Geografi
Sumatera Selatan Rentan terhadap Risiko Bencana Alam
; Mitigasi Risiko Kebencanaan Belum Optimal )

Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi (Tingkat
Demokrasi Daerah ; Tingkat Kriminalitas)

RANWAL RPJMN 2025-2029

Reformasi Politik (Biaya politik tinggi ; Pendanaan partai politik belum memadai ; Tata kelola partai politik belum
memadai ; Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku)

Pembangunan Berketahanan Iklim

Pengelolaan Risiko Bencana (Peningkatan sesar/patahan aktif ; Indeks Risiko Bencana Indonesia masih tinggi ;
Indeks ketahanan daerah masih rendah ; Desa di daerah rawan bencana ; Angka kematian akibat bencana
meningkat ; Infrastrukutr dasar berada di zona rentan bencana ; Indeks kesiapsiagaan masyarakat masih rendah ;
Indeks pemulihan pascabencana masih rendah)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai
target (terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Air
menurun akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah
Sungai untuk kegiatan pembangkit listrik di wilayah OKU,
Muara Enim, dan Musi Banyuasin, serta bertambahnya
jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Selain itu juga menurunnya nilai Indeks Kualitas Udara
dikarenakan kondisi global el — nino yang memicu
kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan
untuk transportasi dalam kota meningkat akibat
banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan
tol)

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan alih
fungsi lahan




VISI-MISI HDCU

BAHAN DUKUNG :

TANTANGAN

PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS

Merosotnya kontribusi sektor pertanian menjadi 18%,
dan menguatnya kontribusi sektor pertambangan
sebesar 22% dalam struktur

TEKNOKRATIS RPJMD 2025-2029

' 1 N o L) ' . ..

Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi (Kondisi Geografi
Sumatera Selatan Rentan terhadap Risiko Bencana Alam
; Mitigasi Risiko Kebencanaan Belum Optimal )

RANWAL RPJMN 2025-2029

R/ AL RF i 0

Pengelolaan Risiko Bencana (Peningkatan sesar/patahan aktif ; Indeks Risiko Bencana Indonesia masih tinggi ;
Indeks ketahanan daerah masih rendah ; Desa di daerah rawan bencana ; Angka kematian akibat bencana
meningkat ; Infrastrukutr dasar berada di zona rentan bencana ; Indeks kesiapsiagaan masyarakat masih rendah ;
Indeks pemulihan pascabencana masih rendah)

EVALUASI RPJMD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJMD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

EVALUASI RPJPD SEBELUMNYA

Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target (Belum
Pulihnya Perekonomian Pasca Pandemi, Penurunan
Harga Komoditas, Kondisi Cuaca, Distribusi barang &
jasa, ketidakstabilan ekonomi global, perubahan
kebijakan pemerintah dan pengurangan investasi)

Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada
sektor primer seperti sektor pertambangan,
sehingga perlunya diversifikasi terhadap sektor
sektor unggulan lainnya

Perlu diwaspadai agar transisi energi untuk mendukung
green economy dan penerapan circular economy dapat
berjalan secara baik

Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan
(Kurangnya kuantitas air, Rendahnya kualitas air)

Swasembada Air (Kebutuhan air yang terus meningkat ; kapasitas tampung per kapita Indonesia merupakan salah
satu yang terendah di dunia ; Kapasitas idle SPAM dan NRW masih tinggi ; 80% dari air yang digunakan
masyarakat akan menjadi air limbah domestik ; terdapat hutan dan lahan kritis ; menurunnya kualitas dan
kuantitas mata air)

Pengeluaran Per Kapita belum mencapai target (adanya
Pandemi Covid-19 akibatnya masih rendahnya daya beli
masyarakat)

Ketimpangan pembangunan antar daerah

Perkembangan arus teknologi informasi yang sangat
cepat, dan persaingan semakin ketat dalam
memperebutkan investor

Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut (Pertumbuhan
penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara
lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan ;
Berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan
pertanian dan perkebunanBerkurangnya tutupan lahan
akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan)

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan (Angka kemiskinan perdesaan masih besar ; Akses keair minum layak dan sanitasi layak di
perdesaanAkses keair minum layak dan sanitasi layak di perdesaan ; Akses layanan kesehatan dasar perdesaan
hanya 75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 tahun ; Rasio elektrifikasi di perdesaan sudah mencapai 99,85%
(KESDM, 2024) namun belum mempertimbangkan kualitas infrastruktur kelistrikannya ; Nilai ekonomi sektor
pertanian di perdesaan masih rendah dan diproyeksikan mengalami penurunan produksi hingga 25% akibat
dampak perubahan iklim di 2045)

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan belum
mencapai target ( 1. Fluktuasi harga komoditas, 2.
keterbatasan bahan baku, 3. krisis ekonomi global, 4.
Kebijakan Pemerintah, Tekhnologi dan 5.
Inovasi,Persaingan dengan daerah lain, Masalah Tenaga
Kerja dan Infrastruktur yang kurang memadai)

Kurangnya promosi investasi dan pariwisata

perubahan iklim menjadi tantangan yang perlu dihadapi

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal
(Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Didominasi sektor
primer ; Pengembangan Potensi Daerah belum Optimal)

Swasembada Pangan (Meningkatnya jumlah penduduk ; Stagnasi produksi pangan ; Tingginya ketergantungan
terhadap impor ; Masih terdapatnya daerah rentan pangan ; Meningkatnya dampak perubahan iklim ; Terjadinya
alih fungsi lahan ; Penurunan kualitas/degradasi lahan ; Aging farmer ; Rendahnya kesejahteraan petani,nelayan,
dan pembudidaya ikan)

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan
eceran belum mencapai target (Masih Dalam Proses
Pemulihan ekonomi UMKM yang makin membaik pasca
pandemi)

Masalah sosial dan kesejahteraan (pemberian
bantuan yang tidak tepat sasaran)

Prediksi memburuknya ketimpangan pendapa- tan pada
tingkat nasional & global, berdampak pada
meningkatnya ketimpangan pendapatan di Sumatera
Selatan

Kerentanan Ketahanan Pangan (Distribusi Sektor
Pertanian terhadap PDRB Menurun Setiap Tahun;
Produktivitas Padi di Sumatera Selatan tumbuh
Melambat ; Produktivitas Perikanan Budidaya Belum
Optimal ; Ancanaman Ketahanan Pangan)

Ekonomi Syariah (Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar ; Masih
rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI ; Masih terbatasnya UMKM yang produknya
tersertifikasi halal ; Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia ; Masih belum optimalnya pengelolaan
dan pemanfaatan dana sosial syariah)

Realisasi PMA belum mencapai target (disebabkan oleh
adanya beberapa perusahaan yang telah mendapatkan
izin akan tetapi belum dapat merealisasikan rencana
investasi yang telah direncanakan karena mengalami
hambatan seperti: terkendalanya masalah lahan,
kendala akses jalan dan perusahaan memang tidak
beroperasional dan proyek tidak dilanjutkan lagi)

Kurangnya Pemberdayaan SDM (Pemerataan
Tenaga Kesehatan dan Pendidikan)

Masih terdapat wilayah yang belum terkoneksi
(konektivitas) dan relatif sulitnya aksestabilitas karena
terbatasnya anggaran perlu dicarikan alternatif
pembiayaan infrastruktur untuk men- dorong daya saing
daerah

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi
(Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang
Mantap ; Konektivitas dan Aksestabiltas yang belum
Merata ; Fasilitas Transportasi Air Belum Kondusif ;
Fasilitas Angkutan Udara Masih Relatif belum Merata ;
Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan
Telekomunikasi ; Kondisi Lingkungan belum Mendukung
Derajat Kesehatan )

Ekonomi Digital (Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum otimal, dan tingkat maturitas digital yang masih
terbatas ; Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing nasional ; Belum
terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital)

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian belum mencapai target
(Angka tersebut berasal dari beberapa komoditi
pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura
semusim, hortikultura tahunan, perkebunan semusim,
perkebunan tahunan, peternakan, serta jasa pertanian
dan perburuan. Tidak semuanya memiliki pertumbuhan
positif)

Masih terdapat ketimpangan gender

Mendorong terjadi transformasi ekonomi, sosial, tata
kelola, ketahanan sosial dan ekonomi didukung oleh
sumberdaya yang mapan dengan memperkuat stabilitas
ekonomi makro dan reformasi birokrasi mantap

Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah (Tenaga
Kerja Terampil di Sumatera Selatan Masih Rendah ;
Capaian IPM Sumatera Selatan masih Relatif Rendah ;
Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kebutuhan Pasar
Kerja Masih Terbatas ; Persentase Standar Kompetensi
Minimum Satuan Pendidikan Belum Tercapai ;
Keterkaitan antara Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja
Masih Rendah ; Pekerja Berpendidikan Tinggi yang
Bekerja di bidang Keahlian Masih Rendah ; Kualitas
Keluarga Masih Rendah ; Tingginya Ketimpangan
Gender)

Ekonomi Hijau (Triple Planetary Crisis, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan
kehilangan keanekaragaman hayati ; Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif yang berfokus pada
pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung
ekosistemPenerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem ; Investasi yang
dibutuhkan untuk bertransisi ke ekonomi hijau sangat besar)

Persentase Desa yang Teraliri Listrik belum mencapai
target (Ada Kepmendagri No 050/145 Tahun 2022
tentang Pemekaran Desa)

Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat
daerah sehingga pengelolaan pemeritahan kurang
optimal
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Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi (Perubahan
Iklim, Bencana,)

Transformasi Ekonomi belum Optimal (mengandalkan
sektor primer dalam pembangunan terutama sektor
pertambangan batubara)

Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru (Kontribusi PDB Maritim baru mencapai 7,92% ;
Tata Kelola birokrasi, pengaturan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan sektor
ekonomi biru ; Pertumbuhan PDB Perikanan mengalami stagnasi ; Produksi garam Indonesia (2,55 juta ton) masih
tertinggal jah dari negara lain ; Pangsa kapal Indonesia cukup besar di dunia ; Pariwisata pesisir dan laut mewakili
50% total pariwisata global, yang menyumbang sektor ekonomi bagi negara pesisir dan negara kepulauan ; Belum
terintegrasinya riset kemaritiman dengan dunia usaha serta kualitas dan kapasitas SDM maritim yang masih perlu
ditingkatkan)

Angka Rata-rata lama sekolah belum mencapai target (1.
Belum Maksimalnya pencapaian angka wajib belajar 9
(sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar ; 2.
Belum maksimalnya akses pendidikan bagi masyarakat ;
3. Belum maksimalnya Standard Pelayanan Maksimal
(SPM) ; 4. Kesenjangan pendidikan di Kabupaten/Kota)

Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan alih
fungsi lahan

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal

Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi (Tingkat
Demokrasi Daerah ; Tingkat Kriminalitas)

Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan (Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan
hilngnya budaya lokal ; Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata
berkelanjutan ; Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman ;
Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegitan wisata ; Kurangnya
keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal)

Angka Harapan Lama Sekolah belum mencapai target (1.
Belum maksimalnya akses dan layanan pendidikan agar
setiap masyarakat dapat melanjutkan pendidikan
kejenjang berikutnya ; 2. Belum maksimalnya
pelaksanaan kebijakan yang ada seperti bantuan BOS,
membebaskan biaya pendidikan, program Indonesia
pintar, Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Sekolah Gratis ; 3.
Meningkatnya angka kemiskinan ; 4. Kesenjangan
Pendidikan di daerah dan perkotaan)

Konektifitas infrastruktur

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi
(Jalan Mantap, Konetivitas Aksesibilitas, Komunikasi,
Sanitasi Limbah Sampah)

Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Produktivitas UMKM dan Koperasi (Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu
menyediakan lapangan kerja yang layak ; Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian ;
Kurangnya penerapan standar sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM ; Rendahnya
kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri ; Belum optimalnya ekosistem usaha dalam mendukung
pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai
target (Pada Komponen Rata-rata Lama Sekolah dan
Pengeluaran Perkapita, Perempuan lebih rendah
dibanding laki - laki)

Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Optimal (Kuantitas
Air, Kualitas Air)

Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual (Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual ; Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas
berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah ; kelembagaan ekonomi kreatif
yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual ; Daya saing SDM Ekonomi
Kreatif yang rendh khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual ; Rantai Pasok Ekonomi Kreatif yang
belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekraf di daerah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum mencapai
target

Transformasi Ekonomi belum Optimal

[Imu Pengetahuan dan Teknologillmu Pengetahuan dan Teknologi (Kontribusi iptek dan inovasi terhadap
pertumbuhan ekonomi masih rendah ; Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi masih rendah ; Anggaran
riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola denganbaik ; Potensi supply iptek dan inovasi
besar)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) belum mencapai target

Kerentanan Ketahanan Pangan

Infrastruktur Berkelanjutan (Waktu tempuh pada lintas utama ; Skala ekonomi angkutan kapal belum efisien ;
Performa logistik Indonesia masih belum optimal ; Share angkutan logistik kereta api relatif masih rendahShare
angkutan logistik kereta api relatif masih rendah ; Sistem angkutan massal perkotaan modern yang masih
tertinggal ; Coverage dan usage gap fixed broadband yang tinggi ; Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah
se-ASEAN ; Belum meratanya penyediaan dan kualitas layanan ketenagalistrikan)

Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target

Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Pendidikan (Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD ; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA
sederajat masih rendah ; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas ; Pendidikan karakter, pendidikan
agama, dan pendidikan kewargaan belum optimal ; Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada
kelompok penduduk 20% termiskinPartisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada kelompok
penduduk 20% termiskin ; Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas dan daya
saingnya masih rendah ; Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah ;
Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih rendah)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai
target (terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Air
menurun akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah
Sungai untuk kegiatan pembangkit listrik di wilayah OKU,
Muara Enim, dan Musi Banyuasin, serta bertambahnya
jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Selain itu juga menurunnya nilai Indeks Kualitas Udara
dikarenakan kondisi global el — nino yang memicu
kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan
untuk transportasi dalam kota meningkat akibat
banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan
tol)

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga Masih
Rendah (Tenaga Kerja, IPM, SDM, Pendidikan, Kualitas
Keluarga)

Kesehatan (Angka kematian ibu masih tinggi ; Stunting masih tinggi ; Prevalensi obesitas terus meningkat ;
Wasting masih tinggi ; Kasus baru tuberkulosis peringkat ke-2 dunia ; Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia ;
Masih terdapat 43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar ; Masih terdapat 20,36 persen
Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum memiliki dokter spesialis dasar dan penunjang ; Rumah sakit
terakreditasi paripurna masih belum optimal ; Fasilitas kesehatan tingkat pratama terakreditasi paripurna masih
belum optimal)

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
belum mencapai target (terkendala kewenangan Dinas
Perkim terkait sanitasi layak lebih menitikberatkan pada
Sanitasi Regional dan Sanitasi Sanitasi

di Kawasan Strategis Provinsi (KSP), sementara di Prov.
Sumsel belum dapat melaksanakan kegiatan fisik terkait
Sanitasi Regional)
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Ancaman Stabilitas Daerah masih Tinggi

Keluarga, Perempuan, Anak dan Pemuda (Tingginya angka perceraian di Indonesia ; Indeks Perlindungan Anak
(IPA) masih rendah ; 18 dari 100 anak laki-laki/perempuan 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik ; Indeks
Pembangunan Gender (IPG) cenderung stagnan ; 6,6% perempuan 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik
dan/ seksual oleh pasangan dan/ selain pasangan 12 bulan terakhir ; Indeks Pembangunan Pemuda belum
optimal)

Jumlah Wisatawan Mancanegara belum mencapai target
(belum terbukanya entry point (gerbang langsung)
penerbangan kedatangan dari bandara internasional
SMB Il Palembang, yang saat ini masih melalui bandara
internasional Soekarno-Hatta Jakarta. promosi luar
negeri belum maksimal, Kurangnya penyelenggaraan
event-event internasional)

Inovasi Daerah masih Rendah

Memperkokoh Demokrasi (Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan ; Penetrasi
media konvensional di masyarakat jauh berkurang ; Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam
mengonsumsi informasi ; Pelanggaran etik penyelenggara pemilu ; Indeks Demokrasi Indonesia-Aspek Kesetaraan-
Indikator Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mengalami
penurunan )

Reformasi Birokrasi Yang Belum Optimal

Reformasi Politik (Biaya politik tinggi ; Pendanaan partai politik belum memadai ; Tata kelola partai politik belum
memadai ; Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku)

Ketimpangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
sedikit meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan
tingkat ketimpangan di wilayah ini masih berada pada
level yang tinggi

Reformasi Hukum (Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 peraturan Menteri yang
diterbitkan ; Belum optimalnya proses penanganan perkara Belum optimalnya proses penanganan perkara ;
Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara)

Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi
aktivitasi ekonomi yang hanya terpusat pada wilayah
tertentu

Reformasi Birokrasi (Dispariatas kesejateraan ASN ; 34% dari total jumlah ASN berusia 50 tahun ke atas (aging) ;
Akses pelayanan publik belum memadai ; Penerapan sistem merit belum optimal ; Proses bisnis dan tata kelola
pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif ; Meningkatnya rata-rata kasus WNI bermasalah di luar
negeri ; Belum optimalnya hubungan pusat-daerah ; Kesenjangan kapasitas pemda dari segi kelembagaan dan
sumber daya manusia Kesenjangan kapasitas pemda dari segi kelembagaan dan sumber daya manusia; belum
efektifnya fondasi keuangan daerah)

Ketimpangan antar wilayah menjadi signifikan karena
adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak
geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis
atau politik, dan perbedaan kondisi geografi yang
terdapat pada masing—masing wilayah

Pengelolaan sumber daya alam

Pemanfaatan tenaga kerja lokal agar hasil yang
didapatkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,

Peningkatan infrastruktur

Upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan

Pemetaan Potensi Unggulan setiap Wilayah

Fokus pada satu/dua Komoditas (hulu Hilir)




PEMETAAN PROGRAM UNGGULAN VISI-MISI HDCU

TANTANGAN

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

TANTANGAN, MASALAH, ISU
12 PROGRAM STRATEGIS HDCU
(VISI-MISIHDCU) _

1. EKONOMI

dalam struktur

Merosotnya kontribusi sektor pertanian menjadi 18%, dan
menguatnya kontribusi sektor pertambangan sebesar 22%

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal

Pengelolaan sumber daya alam

Upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan

Pemetaan Potensi Unggulan setiap Wilayah

Fokus pada satu/dua Komoditas (hulu Hilir)

Mendorong terjadi transformasi ekonomi, ketahanan

memperkuat stabilitas ekonomi makro

ekonomi didukung oleh sumberdaya yang mapan dengan

Transformasi Ekonomi belum Optimal

((7))

100.000 Sultan Muda Sumsel (Mencetak
100.000 Wirausaha Muda Sumatera Selatan
diberbagai Sektor (Ekonomi Kreatif, Pertanian,
Perdagangan dan Bidang Lainnya), dengan :
1.Memberikan Bantuan dan Memfasilitasi Modal
Usaha kepada Start-Up dan UMKM yang
Menggandeng Perbankan dan BUMN/BUMD. ;
2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
Terampil dengan Memperbanyak Pelatihan SkKill. ;
3.Meningkatkan Promosi Usaha Kecil dan Menengah
Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan)

(&)

Sumsel Wonderfull 2030 (Meningkatkan Promosi
Parawisata Untuk Mencapai Kunjungan Target 5 Juta
Wisatawan yang Datang ke Sumatera Selatan:
1.Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism)
dengan menjadi tuan rumah event internasional, event
nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti
Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run,
Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar
lainnya ; 2.Meningkatkan Wisata Kuliner (Food
Tourism) dengan cara mempromosikan dan
menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di
Sumatera Selatan. ; 3.Meningkatkan Wisata Budaya
(Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan
cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. ;
4.Membangun Wisata Kesehatan (Health Tourism)

((12))

Revitalisasi Pasar Tradisional (1.Melanjutkan
Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra
Pertumbuhan Ekonomi. ; 2.Meningkatkan Kapasitas
Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi
Kerakyatan. ; 3.Membangun Pusat-Pusat Ekonomi
Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan
Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan
ekstrem)

MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan MISI 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi

yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif,
berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sumber daya manusia yang berdaya
saing

PROGRAM MiSI 1 HDCU

berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan
Masyarakat.

PROGRAM MiISI 2 HDCU

1). Meningkatkan produksi pertanian,
perikanan dan perkebunan melalui akses
ketersediaan sarana produksi.

2). Membuat regulasi daerah tentang tata
niaga dalam rangka proteksi sektor
pertanian.

3).Mendorong percepatan reforma agraria
tingkat daerah.

4). Meningkatkan dan memperluas akses
pasar dengan memaksimalkan fungsi
koperasi dan UMKM sebagai bagian dari
rantai pasok BUMN/BUMD,

BUMDes dan swasta melalui program
kemitraan.

5). Menjaga dan meningkatkan iklim
investasi yang kondusif sehingga dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan
menciptakan lapangan kerja.

6). Mendorong hilirisasi produk-produk
unggulan daerah untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing di pasar regional dan
global.

7).Mengendalikan inflasi dengan melakukan
koordinasi dengan Bank Indonesia Cabang
Sumatera Selatan.

8). ((("row INFRASTRUKTUR")))

9). ((("row LINGKUNGAN™)))

10). ((("row LINGKUNGAN™)))

11). Mengembangkan pariwisata dan
ekonomi kreatif.Mengembangkan pariwisata
dan ekonomi kreatif.

12). Melanjutkan revitalisasi pasar-pasar
tradisional.

13). Mendorong program replanting
perkebunan sawit dan karet rakyat.

14). Melanjutkan program sambung pucuk
kopi guna peningkatan produksi

MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang MISI 4 : Meningkatkan pembangunan

kuat antara ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan kedaulatan air sebagai upaya
mengatasai perubahan iklim

PROGRAM MiISI 3 HDCU

3). Membangun Gerakan Agripreneur untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berbasis pertanian.

5). Mendorong industrialisasi di sektor
pertanian, untuk menghasilkan produk
bernilai tinggi.

7). Meningkatkan upaya ekspor daerah

8). Mendorong optimalisasi penggunakan
energi terbarukan

9). Membangun kampanye hemat energi
guna membentuk budaya hemat energi di
kalangan masyarakat, melalui program
edukasi masyarakat dan insentif kebijakan.

infrastruktur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang
berkualitas dan ramah lingkungan.

PROGRAM MiISI 4 HDCU

MISI 5 :Memperluas kesempatan berusaha
dan lapangan kerja serta perlindungan sosial
yang terjaga untuk menurunkan angka
kemiskinan

PROGRAM MiISI 5 HDCU

3). Meningkatkan kerja sama antara
pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam
melahirkan socioecopreneur dari gernerasi z
dan generasi milenial;

4). Mendorong kebijakan untuk peningkatan
upah minimum regional yang adil dan sesuai
dengan kondisi daerah.

5). Mendorong pengembangan lembaga
keuangan mikro, dukungan akses
permodalan usaha, kemudahan perizinan
usaha, fasilitasi pengembangan produk,
teknologi produksi, kemasan produk dan
akses pasar bagi UMKM;

MISI 7 : Mewujudkan kehidupan beragama,
seni dan budaya dalam masyarakat yang
menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi
pada kearifan lokal.

MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik berbasis
digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas

PROGRAM MiISI 6 HDCU PROGRAM MiISI 7 HDCU

PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2025-2029

5). Pemberantasan Kemiskinan

14). Melanjutkan Pemerataan Ekonomi
dan Penguatan UMKM melalui Program
Kredit Usaha dan Pembangunan IKN
serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-
Mandiri lainnya

15). Melanjutkan Hilirisasi dan
Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya
Alam, termasuk Sumber Daya Maritim
Untuk membuka lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam mewujudkan
keadilan ekonomi

17). Pelestarian Seni Budaya,
Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan
Peningkatan Prestasi Olahraga

Perlu diwaspadai agar transisi energi untuk mendukung
green economy dan penerapan circular economy dapat
berjalan secara baik




TANTANGAN

PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS

TANTANGAN, MASALAH, ISU
12 PROGRAM STRATEGIS HDCU
(VISI-MISIHDCU) _

Kerentanan Ketahanan Pangan

2. KETAHANAN

PANGAN

Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Optimal (Kuantitas
Air, Kualitas Air)

Perkembangan arus teknologi informasi yang sangat
cepat, dan persaingan semakin ketat dalam
memperebutkan investor

(©))

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
(1.Mempertahankan Swasembada Beras dan
Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya/

"Sumsel Lumbung Pangan Nasional" ; 2.Melanjutkan
Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian. ;
3.Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau
Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau ;
4.Mendukung Program Food Estate. ; 5.Melanjutkan
Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi ;
6.Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya)

Inovasi Daerah masih Rendah

Masih terdapat wilayah yang belum terkoneksi
(konektivitas) dan relatif sulitnya aksestabilitas karena
terbatasnya anggaran perlu dicarikan alternatif
pembiayaan infrastruktur untuk men- dorong daya saing
daerah

5. INFRA
STRUKTUR

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi
(Jalan Mantap, Konetivitas Aksesibilitas, Komunikasi,
Sanitasi Limbah Sampah)

Peningkatan infrastruktur

Prediksi memburuknya ketimpangan pendapa- tan pada
tingkat nasional & global, berdampak pada meningkatnya
ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan

6. KETIMPANG
AN

((1))

Mewujudkan New Palembang Port Tanjung
Carat (1.Keberadaan Pelabuhan Palembang Port
Tanjung Carat akan menjadi pusat distribusi
barang/logistik ; 2.Pentingnya New Palembang Port
untuk menunjang kegiatan ekspor dan import semua
komiditi yang dimiliki ; 3.Memperbesar Penyerapan
Tenaga Kerja)

Q)

Infrastruktur Tuntas Merata (1.Mempertahankan
Sumatera Selatan pada Kategori Jalan Rusak
Terendah di Indonesia. ; 2.Meningkatkan
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah
dalam Keadaan MantapMeningkatkan Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam
Keadaan Mantap ; 3.Melanjutkan Pembangunan
Infrasturktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui
BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus))

Ketimpangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sedikit
meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan tingkat
ketimpangan di wilayah ini masih berada pada level yang

tinggi

Antar Daera Penyediaa ernet Desa

e ama bagl Daera ango 3 B8 DO
e adka 00% Desa Tera

4 enggalakan Progre 3 awa

B a an Operasional bDesa/Kelura ampal benga
. .--

Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi
aktivitasi ekonomi yang hanya terpusat pada wilayah
tertentu

Ketimpangan antar wilayah menjadi signifikan karena
adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak
geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis
atau politik, dan perbedaan kondisi geografi yang
terdapat pada masing—masing wilayah

MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan MISI 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi
yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui  dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan
kemampuan sumber daya manusia yang berdaya Masyarakat

saing

PROGRAM MiISI 1 HDCU PROGRAM MiISI 2 HDCU

9). Mendorong lembaga-lembaga
berorientasi pertanian untuk melahirkan
agripreneur untuk kemajuan daerah

7). Memperkuat kerja sama daerah,
perguruan tinggi dan para pemangku
kepentingan lainnya dalam mengembangkan
riset dan inovasi.

8). Melanjutkan pembangunan infrastruktur
transportasi yang terintegrasi antar kawasan
guna memperlancar arus barang dan jasa
antar daerah.

MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang MISI 4 : Meningkatkan pembangunan
kuat antara ketahanan pangan, ketahanan infrastruktur yang terintegrasi antar
energi, dan kedaulatan air sebagai upaya kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang
mengatasai perubahan iklim berkualitas dan ramah lingkungan.

PROGRAM MiISI 3 HDCU PROGRAM MiISI 4 HDCU

1). Melanjutkan Gerakan Sumsel Mandiri
Pangan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2). Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh
pertanian di setiap desa untuk mendampingi
petani dalam mengembangkan teknik dan
teknologi pertanian.

4). Menjamin ketersediaan dan
keterjangkauan harga pupuk, benih, pestisida
obat- obatan pertanian serta pakan ternak
yang langsung ke petani.

10). Meningkatkan tata kelola sumber daya
air dengan mengedepankan kedaulatan dan
keadilan atas air, dan mempertimbangkan
keberlanjutannya.

11). Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
sumber daya air yang baik untuk menjamin
ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat
sehari-hari, dan memberikan garansi melalui
sistem irigasi yang difasilitasi pemerintah
guna memenuhi kebutuhan bagi pertanian
dan perkebunan.

6). Membangun kolaborasi dengan Lembaga
Riset dan Perguruan Tinggi dalam rangka
peningkatan dan penerapan hasil riset dan
inovasi sektor pertanian.

1). Melanjutkan pembangunan infrastruktur
yang merata dan terintegrasi dengan
pembangunan infrastruktur yang menjadio
kewenangan pemerintah pusat dan
kabupaten/kota

12).Mendorong kerjasama antar daerah
dalam rangka penyediaan air bersih

2). Melanjutkan program bedah rumah guna
memberikan hunian yang layak bagi
masyarakat kurang mampu.

((Pindah dari Misi 7))

2).Mengembangkan dan meningkatkan
infrastruktur pedesaan

MISI 5 :Memperluas kesempatan berusaha
dan lapangan kerja serta perlindungan sosial
yang terjaga untuk menurunkan angka
kemiskinan

PROGRAM MISI 5 HDCU

MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik berbasis
digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas

PROGRAM MISI 6 HDCU

MISI 7 : Mewujudkan kehidupan beragama,
seni dan budaya dalam masyarakat yang
menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi
pada kearifan lokal.

PROGRAM MISI 7 HDCU

2). Melanjutkan program bedah rumah guna
memberikan hunian yang layak bagi
masyarakat kurang mampu.

((Pindah dari Misi 7))

PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2025-2029

1). Mencapai Swasembada Pangan,
Energi dan Air

12). Menjamin Ketersediaan Pupuk,
Benih, dan Pestisida langsung ke Petani

1). Mencapai S wasembada Pangan,
Energi dan Air

8). Penguatan Pendidikan, Sains dan

Teknologi serta Digitalisasi

13). Menjamin Pembangunan Hunian
Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik
untuk masyarakat Perdesaan/Perkotaan
dan Rakyat yang membutuhkan

5). Pemberantasan Kemiskinan




TANTANGAN

PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS

TANTANGAN, MASALAH, ISU
(VISI-MISIHDCU)

7. SDM

Mendorong terjadi transformasi sosial, ketahanan sosial

didukung oleh sumberdaya yang mapan

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga Masih
Rendah (Tenaga Kerja, IPM, SDM, Pendidikan, Kualitas
Keluarga)

Pemanfaatan tenaga kerja lokal agar hasil yang
didapatkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,

Mendorong terjadi transformasi tata kelola, didukung
oleh reformasi birokrasi mantap

Reformasi Birokrasi Yang Belum Optimal

perubahan iklim menjadi tantangan yang perlu dihadapi

Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

12 PROGRAM STRATEGIS HDCU

((2))

Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis
Ber-KTP) (1.Bebas luran BPJS untuk Kelas 3
dengan Berkat Plus ; 2.Penyediaan Rumah Singgah
bagi Keluarga Pasien ; 3.Meningkatkan Layanan
Primer Kesehatan dengan Memperluas Ketersediaan
Dokter Keluarga ; 4.Insentif Nakes Terutama di Daerah
Terpencil ; 5.Pengembangan Investasi dalam
Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional ;
6.Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan
Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi
Puskemas)

(&)

Pendidikan Yang Berkeadilan (1.Melanjutkan
Program Sekolah yang Berkualitas dan Berkeadilan. ;
2.Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan dan
Mendorong Kurikulum Bermuatan Lokal. ;
3.Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru. ;
4.Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi Siswa
Berprestasi. ; 5.Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi
Siswa Berprestasi. ; 6.Melanjutkan Program Literasi
Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan)

((11))

Program Kesejahteraan dan Kesehatan
Perempuan dan Anak (1.Mendukung Program
Makan Siang Gratis. ; 2.Meningkatkan Kesejahteraan
dan Kesehatan Perempuan dan Anak. ; 3.Mendukung
Peningkatan Prestasi Akademik. ; 4.Mengurangi
Beban Ekonomi Keluarga. ; 5.Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Lokal. ; 6.Penguatan
Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan
Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas)

()

Sumsel Berintegritas dan Melayani
(1.Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan
Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean
Government), Responsive dan Melayani. ;
2.Mengembangkan Meritokrasi, dengan memberikan
kesempatan seseorang memimpin berdasarkan
kemampuan dan prestasi. ; 3.Menerapkan Sistem
Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan
Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM. ;
4.Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan
Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi.)

MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan MISI 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi

yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif,
berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sumber daya manusia yang berdaya
saing

PROGRAM MiISI 1 HDCU

1). Melanjutkan “Program Berkat Plus”:
kelanjutan program berkat (berobat dengan
menggunakan KTP) dengan penambahan
fasilitas rumah singgah.

2).Meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan langsung ke rumah warga miskin
yang sakit dengan “Program Sambang
Rawat”.

3).Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan.

4). Meningkatkan program kesehatan
preventif dan kuratif.

5). Meningkatkan kualitas Kesehatan
Perempuan dan Anak secara merata melalui
“Program KPA”.

6). Meningkatkan Program Sekolah Gratis
yang Berkeadilan.

7). (((""row inovasi"")))
8).Meningkatkan infrastruktur dan kualitas

pendidikan serta mendorong kurikulum yang

bermuatan lokal.

9). ((("row PANGAN")))

10). Memberikan tunjangan khusus kepada
guru dan tenaga kesehatan di

daerah

berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan
Masyarakat.

PROGRAM MiISI 2 HDCU

MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang MISI 4 : Meningkatkan pembangunan

kuat antara ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan kedaulatan air sebagai upaya
mengatasai perubahan iklim

PROGRAM MiISI 3 HDCU

9).Mendukung program restorasi lahan
gambut dan mencegah kebakaran hutan dan
lahan.

10).Mendukung upaya menjaga ekosistem
laut, daerah pesisir dan hutan mangrove.
((Pindah Dari Misi 2))

infrastruktur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang
berkualitas dan ramah lingkungan.

PROGRAM MiISI 4 HDCU

3). Melakukan penguatan penegakkan hukum

lingkungan dan pengawasan dalam
penerapan baku mutu pencemaran air dan
udara;

6). Meningkatkan pengawasan dalam
penerapan baku mutu pencemaran air dan
udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup
vang baik dan sehat;

MISI 5 :Memperluas kesempatan berusaha
dan lapangan kerja serta perlindungan sosial

yang terjaga untuk menurunkan angka
kemiskinan

PROGRAM MISI 5 HDCU

1). Mendorong ketersediaan kesempatan
kerja yang merata di Sumatera Selatan.
2). Meningkatkan kualitas tenaga
pendamping pertanian yang merata guna
memperkuat GSMP.

MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik berbasis
digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas

PROGRAM MISI 6 HDCU

1). Membangun transformasi digital,
pengembangan jaringan, keamanan cyber
dan pengembangan sumber daya manusia
digital.

2). Mendorong percepatan penyelenggaran
pemerintahan yang berbasis elektronik
(SPBE).

3). Mendorong dan menjamin keterbukaan
informasi publik terhadap kebebasan
berekspresi, berkumpul dan berpendapat
serta memperkuat peran pers dan
masyarakat sipil;

4). Mendukung pendidikan anti-korupsi dari
taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi
5). Meningkatkan pemanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam rangka
pelayanan publik;

6). Meningkatkan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dan atau kelompok
rentan yang mengalami permasalahan
hukum.

7). Meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap demokrasi melalui literasi publik.
8). Meningkatkan reformasi birokasi dalam
rangka tata kelola pemerintahan yang lebih
baik

MISI 7 : Mewujudkan kehidupan beragama,
seni dan budaya dalam masyarakat yang
menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi
pada kearifan lokal.

PROGRAM MISI 7 HDCU

4). Mendirikan Institut Seni BUdaya Indonesia 7). Menjamin Tersedianya Pelayanan

Sumsel (ISBI Sumsel);

5). Membangun Taman Seni Budaya guna
menggali dan melestarikan warisan seni
budaya

6). Melestarikan aksara ulu sebagai identitas
budaya Sumatera Selatan

PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2025-2029

Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia ; Peningkatan BPJS Kesehatan
dan Penyediaan Obat untuk Rakyat

8). Penguatan Pendidikan, Sains dan

Teknologi serta Digitalisasi

10). Penguatan Kesetaraan Gender, dan
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
serta Penyandang Disabilitas

2). Penyempurnaan Sistem Penerimaan
Negara

3). Reformasi Politik Hukum dan
Birokrasi

4). Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

11). Menjamin Pelestarian Lingkungan
Hidup
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TANTANGAN, MASALAH, ISU
12 PROGRAM STRATEGIS HDCU
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10. BENCANA

11 STABILITAS

Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi (Perubahan lklim,
Bencana,)

Ancaman Stabilitas Daerah masih Tinggi

(C))

Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
(1.Melanjutkan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz ;
2.Mempermudah Pendirian Rumah-Rumah Ibadah di
Daerah Sumatera Selatan. ; 3.Melanjutkan Program
Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa
(P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan
Keagamaan Kelurahan (P2UKK). ; 4.Meningkatkan
Upaya Program Moderasi Umat Beragama. ;
5.Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Sumatera
Selatan. ; 6.Meningkatkan pendidikan agama, dan

mengembangkan toleransi beragama.Meningkatkan
pendidikan agama, dan mengembangkan toleransi
beragama. ; 7.Melaksanakan Program Rumah Layak
Huni. ; 8.Mendirikan ISBI Sumsel, membangun
Taman Seni Budaya, Melestarikan Aksara Ulu, dan
Menguatkan nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal)

MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan MISI 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi

yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif,
berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sumber daya manusia yang berdaya
saing

PROGRAM MiISI 1 HDCU

berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan
Masyarakat.

PROGRAM MiISI 2 HDCU

MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang MISI 4 : Meningkatkan pembangunan

kuat antara ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan kedaulatan air sebagai upaya
mengatasai perubahan iklim

PROGRAM MiISI 3 HDCU

infrastruktur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang
berkualitas dan ramah lingkungan.

PROGRAM MiISI 4 HDCU

4). Meningkatkan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip
keadilan ekologis, dan keadilan bagi generasi
mendatang;

5). Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

7). Membangun kerjasama antar lembaga
baik pemerintah maupun non pemerintah
vang kuat dalam pengelolaan dan
pengendalian lingkungan hidup

yang sehat.

MISI 5 :Memperluas kesempatan berusaha
dan lapangan kerja serta perlindungan sosial
yang terjaga untuk menurunkan angka
kemiskinan

PROGRAM MISI 5 HDCU

MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik berbasis
digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas

PROGRAM MISI 6 HDCU

MISI 7 : Mewujudkan kehidupan beragama,
seni dan budaya dalam masyarakat yang
menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi
pada kearifan lokal.

PROGRAM MISI 7 HDCU

1). Meningkatkan fungsi rumah Tahfiz SEbagai 6). Pencega han dan Pemberantasan

basis pendidikan agama bagi anak- anak;
2). ((("row INFRASTRUKTUR")))

3). Mengembangkan toleransi kehidupan
beragama.

4). ((("row SDM")))

5). (("row SDM")))

6). (("row SDM")))

7). Meningkatkan pemahaman nilai-nilai
kebangsaan melalui program penguatan
Pancasila, nilai-nilai simbur cahaya, dan
kearifan lokal.

PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2025-2029

Narkoba

9). Penguatan Pertahanan dan
Keamanan Negara dan Pemeliharaan
Hubungan Internasional yang kondusif
16). Memastikan Kerukunan Umat
Beragama, Kebersihan Beribadah,
Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah



